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S U B A N D I 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Subandi. S.310907020. 2008. Implementation of Administrative Sanction of 
Regional Act Number 2 Year 2006 regarding Environment Control of Batik Business 
People in Surakarta. Thesis: Post Graduate Program Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
This research was aimed at investigating factors which cause the batik 
entrepreneurs not to obey the Surakarta’s Regional Act Number 2 Year 2006 on 
Environment Control and why administrative sanction was not applied to the batik 
entrepreneurs who did not obey the Regional Act Number 2 Year 2006. 
This is a non doctrinal law research because in the research law is concepted 
as manifestation of symbolic meanings of social actors as can be seen in the 
interaction between them. Data in this research is primary data. It was collected by 
direct interview, observation, and literature study. Data analysis technique is inductive 
method. 
Based on discussion, it can be concluded that factors which affect Laweyan 
batik entrepreneurs not to obey the Regional Act Number 2 Year 2006 regarding 
Environment Control were economic factor, attitude, behavior, and technical factors in 
the meaning of the shortage of business area to make industry waste recycling 
installation. Meanwhile, administrative sanctions were not applied to the batik 
entrepreneurs who did not obey the Regional Act Number 2 Year 2006. From the 
public policy implementation perspective, this is because of lacks of human resource 
competence, enough operational budgets, and the excluding of pollution controlling 
program from the priority agenda. Whereas from the law implementation perspective, 
this is because of : (a) Regional Act Number 2 Year 2006 is not applicative because 
the rules on its chapters still needs action guidance, the amount of them are 23 action 
guidance from 71 items included in the Regional Act; (b) Regional Act apparatus were 
not take legal action, they let the pollution go because there is no action guidance and 
not a priority agenda; (c) the lack of human resource in Surakarta’s Environment 
Office and not enough Regional Budget to cover the operation of pollution control in 
Laweyan. 
 
 
 
  
A B S T R A K 
 
 
Subandi. S.310907020. 2008. Implementasi Sanksi Administrasi Perda Nomor 
2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pada Pengusaha Batik di 
Kota Surakarta. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan 
pengusaha batik tidak mentaati ketentuan sanksi adminitrasi dalam Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan 
mengapa sanksi administrasi tidak diberikan kepada pengusaha batik yang tindak 
mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006. 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal karena dalam 
penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para 
perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan 
wawancara langsung, pengamatan lapangan dan study kepustakaan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode induktif. 
 Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengusaha batik Laweyan tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
disebabkan oleh faktor ekonomi, sikap dan perilakau pengusaha batik serta faktor 
teknis dalam arti keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembuatan instalasi 
pengolahan limbah industri. Sementara sanksi administrasi tidak diberikan kepada 
pengusaha batik yang tindak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 2 Tahun 2006, dikaji dari prespektif implementasi kebijakan publik karena 
tidak didukung faktor sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran 
operasional yang memadahi dan tidak dimasukkannya program penanganan 
pencemaran industri batik Laweyan pada agenda prioritas yang pada akhirnya 
mengakibatkan aparat dan organisasi pelaksana kebijakan tidak bisa melakukan 
implementasi kebijakan pencegahan pencemaran dengan baik. Sedangkan dari kajian 
prespektif implementasi hukum, disebabkan karena: (a) Perda Nomor 2 Tahun 2006 
tidak aplikatif karena ketentuan atas Pasal-pasal masih memerlukan aturan 
pelaksanaan, yang jumlahnya mencapai 23 aturan pelaksanaan dari 71 pasal yang 
termuat dalam Perda. (b) Aparat Penegak Perda tidak melakukan tindakan hukum 
bahkan terkesan melakukan “pembiaran” atas tindak pencemaran dengan alasan 
karena belum adanya aturan pelaksanaan dan tidak masuknya agenda prioritas 
kegiatan pembangunan di kota Surakarta. (c) Terbatasnya sumber daya manusia yang 
ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan tidak tersedianya alokasi dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencukupi untuk melakukan 
opersional penanggulangan pencemaran di Laweyan. 
 
  
KATA PENGANTAR 
 
Penelitian mengenai Implementasi Sanksi Administrasi Perda Nomor 2 
Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pada Pengusaha Batik di Kota 
Surakarta, sangat menarik karena belum pernah dilakukan. Dengan semangat dan 
kerja keras dari peneliti, akhirnya penelitian ini dapat memperoleh kesimpulan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha batik Laweyan tidak mentaati ketentuan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup disebabkan oleh faktor ekonomi, sikap dan perilaku pengusaha 
batik serta faktor teknis dalam arti keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembuatan 
instalasi pengolahan limbah industri.  
Sementara sanksi administrasi tidak diberikan kepada pengusaha batik yang 
tindak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006, 
dikaji dari prespektif implementasi kebijakan publik karena tidak didukung faktor 
sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran operasional yang 
memadahi dan tidak dimasukkannya program penanganan pencemaran industri batik 
Laweyan yang pada akhirnya mengakibatkan aparat dan organisasi pelaksana 
kebijakan tidak bisa melakukan implementasi kebijakan pencegahan pencemaran 
dengan baik. Sedangkan dari kajian prespektif implementasi hukum, disebabkan 
karena: (a) Perda Nomor 2 Tahun 2006 tidak aplikatif karena ketentuan atas Pasal-
pasal masih memerlukan aturan pelaksanaan, yang jumlahnya mencapai 23 aturan 
pelaksanaan dari 71 pasal yang termuat dalam Perda. (b) Aparat Penegak Perda tidak 
melakukan tindakan hukum bahkan terkesan melakukan “pembiaran” atas tindak 
  
pencemaran dengan alasan karena tidak adanya aturan pelaksanaan dan tidak 
masuknya agenda prioritas kegiatan pembangunan di kota Surakarta. (c) Terbatasnya 
sumber daya manusia yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan tidak 
tersedianya alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencukupi 
untuk melakukan opersional penanggulangan pencemaran di Laweyan. 
Berkat hidayah dan inayah dari Allah SWT dan bantuan informasi serta 
dokumentasi dari Pejabat pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Kepala 
Kelurahan Laweyan, komunitas industri batik Laweyan dan masyarakat Laweyan, 
maka penelitian ini dapat dilaksanakan tepat waktu. Keberhasilan penelitian ini juga 
karena dorongan dan bimbingan serta kritik dari Dosen Pembimbing. Untuk itu 
perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Sjamsul Hadi, SPKJ (K), Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH. MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sekaligus sebagai Ketua Penguji yang 
telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi perbaikan tesis ini. 
4. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut RH, SH. MM sebagai Sekretaris Penguji yang telah 
memberikan koreksi dan saran perbaikan demi penyempurnaan tesis. 
5. Ibu Dr. Hartiwiningsih, SH. M.Hum, selaku Pembimbing I dan sekaligus sebagai 
anggota penguji tesis yang telah memberikan motivasi dan masukan atas penelitian 
dan penulisan tesis ini.  
  
6. Bapak  Winarno Budyatmodjo, SH. MS, selaku Pembimbing II dan sekaligus 
sebagai anggota penguji yang dengan sabar memberikan bimbingan dalam 
penelitian dan penulisan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat 
waktu. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum, yang telah membuka wacana 
atas pemahaman hukum dan kebijakan publik dalam arti luas, sehingga sangat 
berharga bagi penelitian dan penulisan tesis ini. 
8. Bapak Soepono, S.Sos, selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta 
dan para pejabat struktural dan pejabat fungsional, yang telah memberikan data 
dan informasi yang sangat berharga bagi penelitian. 
9. Bapak Sukaryono, SH, selaku Kepala Kelurahan Laweyan dan para Ketua 
RT/RW, komunitas pengusaha batik dan masyarakat Laweyan yang dengan tidak 
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BAB I 
P E N D A H U L U A N 
 
 
 
 
 
A. Latar Belakang. 
Kegiatan pembangunan selalu akan diiringin dengan tumbuhnya industri, 
karena pembangunan diartikan sebuah proses kegiatan yang merubah kondisi yang 
tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Sementara menurut Wardiman 
Djoyonegoro dalam Yahya M. Abdul Aziz, pembangunan diartikan suatu upaya 
untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih 
baik (Adi Sulistiyono: 2007: 5).  
Tumbuhnya indutri baik yang berskala besar, sedang, maupun kecil dari 
para pemilik modal adalah konsekuensi logis dari proses pembangunan karena 
kegiatan pembangunan tanpa industri adalah sebuah kemustahilan. Sejalan dengan 
pertumbuhan industri dalam sebuah pembangunan baik dalam area nasional, 
regional, maupun lokal seringkali memberikan dampak negatif disamping dampak 
positip. Dampak positip dari kegiatan pembangunan seperti; adanya penyerapan 
tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan 
negara/daerah adalah dampak yang memang diharapkan oleh pemerintah dari 
kegiatan pembangunan yang dilakukan. 
  
Namun pada sisi lain, proses produksi oleh industri seringkali juga 
memberikan dampak negatif seperti rusaknya lingkungan hidup yang pada 
akhirnya akan terganggunya ekositem dan membawa ketidak-nyamanan atau 
bahkan menyengsarakan bagi masyarakat di sekitar industri beroperasi / 
berproduksi.  
Menurut Perman (dalam Akhmad Fauzi: 2004: 187) proses produksi dan 
konsumsi tidak hanya menghasilkan keuntungan dan kepuasaan kepada pengguna, 
namun juga menghasilkan residual atau limbah yang menyebabkan eksternalitas 
negatif.  Padahal dengan mengabaikan dampak eksternalitas negative tersebut, 
bukan saja syarat optimalisasi produksi dan konsumsi tidak bisa dipenuhi, juga 
mengabaikan biaya sosial yang sebenarnya harus ditanggung oleh masyarakat. 
Untuk meminimalisir dampak negatif dari pembangunan tersebut, maka 
peran pemerintah sangat dibutuhkan baik dalam membuat kebijakan, pengaturan 
maupun penindakan agar tercipta ketertiban dan semua warga negara bertindak 
dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama 
sehingga tidak terjadi pelanggaran atas hak oleh satu dengan yang lainnya. 
Dalam ketentuan konstitusi kita yakni UUD 1945, dalam pasal 33 bahwa 
secara jelas telah disebutkan bahwa konsep pemanfaatan sumber daya alam dan 
lainnya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang tidak hanya 
untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Ini mengandung 
pemahaman bahwa konsep eksploitasi lingkungan alam dan proses industrialisasi 
mengedepankan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, disamping 
  
menciptakan  lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, konsep 
pembangunan dalam prespektif berkelanjutan mengharuskan adanya keserasian 
antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan (B. Setiawan dan Dwita Hadi 
Rahmi: 2003: 33). 
Untuk mewujudkan amanat dari konstitusi tersebut, sebenarnya pemerintah 
pusat disamping telah menetapkan UU Nomor 4 Tahun 1982 sebagaimana telah 
disempurnakan dengan  UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup   sebagai undang undang payung, juga telah mengeluarkan 
beberapa ketentuan perundangan bersifat sektoral baik yang berbentuk undang-
undang, peraturan pemerintah maupun keputusan presiden. 
 Begitu juga dengan Pemeritah Propinsi Jawa Tengah, yang telah 
merumuskan suatu kebijakan yang diformulasikan dalam Perda Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa 
Tengah yang disempurnakan dengan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah. Dan 
Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan pengaturan pengelolaan lingkungan 
hidup dengan didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 
2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 
Disamping itu, pemerintah selain menetapkan seperangkat hukum 
lingkungan, yang diartikan keseluruhan ketentuan peraturan perundangan yang 
mengatur tentang lingkungan hidup (Adi Hamzah: 2005: 7-8), juga membentuk 
lembaga (organisasi) sebagai pelaksana penegakan atas ketentuan peraturan 
  
perundangan lingkungan, dari tingkat pusat hingga daerah. Kelembagaan tersebut,  
di tingkat pemerintah pusat telah dibentuk lembaga Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup, di Pemerintah Propinsi dibentuk Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan Hidup dan di Pemerintah Kota Surakarta telah dibentuk Kantor 
Lingkungan Hidup, yang kesemuanya mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam 
perencanaan, pengawasan dan penindakan dalam pengendalian lingkungan hidup. 
Disamping kelembagaan kepolisian yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 
1997 juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikanm atas setiap tindak 
pidana lingkungan hidup.  
Keberadaan hukum termasuk di dalamnya lembaga penegakan hukum yang 
dibentuk oleh  pemerintah, tentu dimaksudkan untuk dapat meminimalisir dampak 
dari kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sehingga terwujudnya konsep 
pembangunan yang berkesinambungan yakni adanya keserasian dan keselarasan 
antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya 
dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.  
Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Satjipto Rahardjo, bahwa hukum 
tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku 
yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkannya kepada 
tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya 
tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, karena memang salah satu 
ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaan 
secara sadar oleh masyarakatnya (Satjipto Rahardjo: 2000: 206).  
  
Bagi pemikiran konsep hukum secara normatif, dimana hukum diartikan 
sebagai norma yang termuat dalam pasal-pasal di dalam undang-undang atau 
menurut aliran positivisme mendekonstruksikan konsep-konsep hukum aliran 
hukum alam yang semula metafisik ke konsepnya yang kemudian lebih positip 
dalam aturan  atau perundang-undangan yang dirumuskan dengan jelas dan pasti 
(Adi Sulistiyono: 2004: 2005), semestinya keberadaan  hukum termasuk 
keberadaan kelembagaan dan pelaksana hukum sebagaimana telah terdiskripsikan 
di atas, selayaknya telah mampu untuk mengatur masyarakat agar melakukan tertib 
hukum dalam pengelolaan/pengendalian lingkungan.  
Namun data dan fakta impiris menunjukkan kendati telah tersedianya 
seperangkat hukum dan pelaksana hukum, praktik pelanggaran terhadap 
lingkungan kini masih sering terjadi. Perusakan lingkungan hidup di Indonesia  
sebagaimana dikatakan Ignas Triyono sungguh sangat mencemaskan dan berada di 
titik kulminasi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat penghancuran hutan 
tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% dari sisa hutan dunia.  
Greenpeace mencatat, setiap jam hutan Indonesia yang setara dengan 300 lapangan 
sepak bola dibabat. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah, dan 
setengah dari yang tersisa terancam kebakaran, penebangan komersial dan praktik 
illegal logging.  Bahkan, para ahli kehutanan memprediksi hutan Indonesia akan 
musnah paling lambat pada 2012 jika tidak ada reformasi tata kelola kehutanan. 
Akibat lebih jauh, kerusakan hutan di Indonesia yang mencapai 3,8 juta hektare 
telah mengancam 720.000 nyawa manusia setiap tahunnya. Akibat konversi lahan, 
  
setiap tahun 400.000 hektare tanah di Jawa terkonversi menjadi lahan industri, 
proyek pembangunan dan perumahan. Dan kerusakan lingkungan hidup di 
Indonesia tidak jarang menimbulkan dampak sosial lebih luas. Menurut data 
Bakornas, dalam kurun waktu lima tahun, 1998-2004 terjadi 1.150 kali bencana, 
dengan korban jiwa 9.900 orang serta kerugian senilai Rp 5.922 miliar (Solopos 5 
Juni 2008). 
Data kerusakan hutan tersebut diatas sejalan dengan penilaian atas kondisi 
hutan di Indonesia oleh Winarno Budyatmojo, yang menyatakan bahawa tingkat 
kerusakan hutan di Indonesia kini telah menjadi persoalan kronis dan kompleks 
yang tengah melilit sektor kehutanan. Aktivitas seperti perambahan hutan, 
konversi untuk pertambangan dan perkebunan, serta praktik penebangan liar 
(illegal logging) telah menyebabkan cepat naiknya kerusakan hutan di Indonesia. 
Akibatnya hutan tidak lagi mampu berfungsi sebagai pengatur sistem tata air 
sehingga mengakibatkan banjir pada masim penghujan dan ancaman kekeringan di 
musim kemarau (Winarno Budyatmojo: 2008: 3). 
 Sajian data kerusakan lingkungan lain juga dipaparkan oleh 
Hartiwiningsih. Dikatakannya bahwa data peringkat kinerja perusahaan yang 
diperoleh Kementrian Lingkungan Hidup dari 127 perusahaan yang ikut dalam 
penilaian, jumlah perusahaan berperingkat hitam mendominasi dan berperingkat 
emas tidak ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebanyak 46 perusahaan 
(36,22%) berperingkat hitam, 51 perusahaan (40,16%) berperingkat biru, 22 
perusahaan (17,32%)  berperingkat merah, 8 perusahaan (0,30%) berperingkat 
  
hijau dan 0 perushaan (0%) berperingkat emas. Sementara itu data lain juga 
menunjukkan bahwa di tingkat nasional telah terjadi 117 kasus pencemaran dan 
perusakan lingkungan dan ditingkat regional kejahatan dan pelanggaran 
lingkungan yang  ada 55 kasus yang tersebar di 18 daerah di Jawa Tengah 
(Hartiwiningsih: 2007: 2-4).  
Data pencemaran tersebut setelah satu tahun juga tidak ada indikasi 
pebaikan kualitas lingkungan. Hal ini didasarkan dari pernyataan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar kepada wartawan pada Malam Anugerah 
Lingkungan: Proper 2008 ( Kompaas, 1 Agustus 2008), bahwa dari 516 
perusahaan peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup periode 2006-2007, 128 perusahaan berpredikat 
hitam, merah, dan merah minus, yang merujuk pada level mencemari lingkungan. 
Secara keseluruhan ada 43 perusahaan berperingkat hitam (8,33 persen), 39 merah 
minus (7,56 persen), 46 merah (8,91 persen), 161 biru minus (31,20 persen), 180 
biru (34,88 persen), 46 hijau (8,91 persen), dan satu emas (0,19 persen). 
Sementara kondisi kerusakan lingkungan di Kota Surakarta, dalam arti 
pencemaran akibat limbah industri, sebagaimana hasil penelitian Kantor 
Pengelolaan Lingkungan Kota Surakarta, dinyatakan bahwa beberapa sungai yang 
ada kota Surakarta seperti Kali Pepe, Kali Anyar, Kali Premulung/Banaran, Kali 
Tanggul dan Kali Jenes, berdasarkan uji Lab Kualitas Air menunjukkan terjadinya 
pencemaran yang sudah melampui batas toleransi baku mutu air. Pencemaran itu 
  
diduga kuat karena pembuangan limbah industri termasuk industri batik yang 
tanpa melalui proses terlebih dahulu pada unit pengolahan limbah.  
Hal itu diperkuat dengan data yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota  
Surakarta pada tahun 2007, setidaknya dari 258 perusahaan yang seharusnya 
memiliki dokumen lingkungan, baru 19 perusahaan (7,36%) yang telah memiliki 
dokumen lingkungan dan sisanya sebanyak 239 perusahaan (92,64%) belum 
memiliki dokumen lingkungan yang dipersyaratkan oleh Perda Nomor 2 tahun 
2006 (Laporan Daftar Nama-Nama Perusahaan yang Tidak Mempunyai Dokumen 
Lingkungan, Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2007).  
Sajian data tersebut diatas, menunjukan bahwa tingkat pelanggaran 
terhadap lingkungan cukup tinggi baik dalam tataran nasional maupun daerah  
termasuk di Kota Surakarta, akibat ketidak taatan para pengusaha dalam 
pengelolaan limbah industri sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh 
peraturan perundangan pengendalian lingkungan hidup. 
Padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, bahwa dalam rangka pengendalian 
lingkungan hidup serta menjaga kelestarian ekosistem, maka setiap orang dilarang: 
(a) melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui Baku Mutu Air 
Limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) 
melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan 
tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan  sebagai tempat pembuangan 
sampah, (c) melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbungan, pengolahan, 
  
dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanpa rekomendasi 
dan/atau seijin Pejabat yang berwenang, (d) membuang limbah gas atau emisi ke 
lingkungan melampaui Baku Mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 57). Disamping  sesuai 
ketentuan  Pasal 33, yang mewajibkan  setiap rencana usaha  dan/atau kegiatan 
yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen 
kelayakan lingkungan hidup dalam bentuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (AMDAL)  atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL).   
Pelanggaran atas ketentuan tersebut seuai Pasal 61 Penanggung jawab 
dapat dikenai sanksi adminitrasi berupa pencabutan izin, penghentian atau 
penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan (Pasal 62) dan sanksi paksaan dapat 
berupa; penghentian mesin, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran 
pembuangan limbah, melakukan pembongkaran, melakukan penyitaan terhadap 
barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, tindakan lain yang 
bertujuan untuk memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula (Pasal 63). 
Disamping sesuai dengan ketentuan pasal 68, pelanggaran atas Peraturan Daerah 
dapat dipidana kurungan  selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
Berdasarkan ketentuan normatif Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 
Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Kantor Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta atas nama Walikota Surakarta telah diberikan 
  
kewenangan hukum untuk melakukan penindakan kepada perusahaan/industri 
batik yang tetap melakukan pembuangan limbah industri tanpa melalui proses 
terlebih dahulu pada unit pengolahan limbah (UKL-UPL) sesuai yang diamanatkan 
oleh Perda. Namun yang menjadi persoalan praktik pelanggaran lingkungan yang 
berupa pembuangan limbah industri batik ke sungai tersebut terus berlangsung dan 
tidak ada penjatuhan sanksi adminitrasi apalagi pidana kepada para pengusaha 
batik tersebut. Ini sekaligus memberikan bukti bahwa keberadaan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kota 
Surakarta tidak bisa dilaksankan. 
Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan 
penelitian guna mendapatkan gambaran secara detail dan menyeluruh terkait 
penyebab para pengusaha batik tidak mau mentaati ketentuan pembuangan limbah 
industri sebagaimana diamanatkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2006  dan  tidak 
diberikannya sanksi adminitrasi  kepada para pengusaha batik oleh Walikota 
Surakarta. 
Berangkat dari keinginan untuk mengetahui hal-hal tersebut diatas, maka 
penulis tesis ini diberikan judul: “Implementasi Sanksi Adminitrasi Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pada 
Pengusaha Batik di Kota Surakarta”. 
Karena luasnya cakupan wilayah persebaran pengusaha batik di Kota 
Surakarta, maka peneliti membatasi lokasi penelitian hanya untuk pengusaha batik 
di Laweyan Surakarta. Pembatasan lokasi tersebut, didasarkan pada argumen 
  
bahwa, wilayah Laweyan selain merupakan sentra industri batik di kota Surakarta, 
juga dijadikan pusat pengembangan dan wisata kampong batik oleh Pemerintah 
Kota Surakarta.  
B. Perumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai beikut: 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengusaha batik tidak mentaati ketentuan 
sanksi adminitrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup? 
2. Mengapa sanksi administrasi tidak diberikan terhadap pengusaha batik yang 
tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006?  
C. Tujuan Penelitian. 
Berangkat dari fakta bahwa ternyata rumusan hukum normatif 
sebagaimana yang tercantum pada pasal-pasal peraturan perundangan (Perda 
Nomor 2 Tahun 2006) tidak dapat mengatasi realitas atas pelanggaran hukum di 
masyarakat, maka penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pengusaha batik tidak 
mentaati ketentuan sanksi adminitrasi dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 
  
2. Mengetahui penyebab mengapa sanksi administrasi tidak diberikan kepada 
pengusaha batik yang tindak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2006. 
D. Manfaat Penelitian. 
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis. 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan Ilmu Hukum 
khususnya dalam rangka aplikasi teori-teori berlakunya hukum. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
para pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan Ilmu Hukum 
khususnya pada konsentrasi Hukum Kebijakan Publik. 
2. Manfaat Praktis. 
a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya mengetahui 
faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha batik tidak mentaati ketentuan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup.   
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta dalam mengimplementasikan sanksi adminitrasi kepada 
pengusaha batik yang tindak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2006. 
 
  
BAB II 
TINJAUN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Pengendalian Lingkungan. 
Mengawali pembahasan dalam bab ini, maka terlebih dahulu perlu penulis 
sajikan beberapa istilah yang terkait dengan lingkungan hidup agar terjadi 
kesemaan pemahaman dalam pembahasan selanjutnya.  
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2006, bahwa yang dimaksud dengan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah 
upaya pencegahan dan atau penananggulangan dan atau pemulihan pencemaran 
dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, penataan, 
pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan. 
Dari difinisi tersebut maka setidaknya ada dua unsur yang perlu mendapat 
penjelasan: pertama,  terkait dengan pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran 
lingkungan kadang tampak pada kita seperti timbunan sampah dipasar, 
pendangkalan sungai yang penuh kotoran atau sesaknya napas karena asap 
kenalpot atau cerobong asap pabrik. Tetapi juga ada yang kurang nampak 
misalnya terlepasnya gas hydrogen sulfa dari sumur minyak tua (Tresna 
Sastrawijaya: 2000: 2). 
Pencemaran lingkungan tersebut pada akhirnya akan menurunkan kualitas 
lingkungan (yakni, jumlah benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang 
  
ada dalam ruang yang kita tempat). Dan konsep kualitas lingkungan hidup sangat 
erat kaitannya dengan konsep kualitas hidup. Dalam suatu konsep suatu 
lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik dikatakan 
mempunyai kualitas yang baik pula dan begitu sebaliknya. 
Selanjutnya, apa definisi pencemaran lingkungan? Menurut pasal 1 angka 
18 Perda Nomor 2 tahun 2006, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya. 
Sementara Tresna Sastrawijaya, mendifinisikan pencemaran lingkungan 
adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagai tindakan 
manusia, disebabkan pola perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkat 
radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Perbuatan ini dapat 
mempengaruhi langsung manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, 
peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan reaksi di alam bebas 
(Tresna Sastrawijaya: 2000: 2). 
Kemudian bila dilihat sumber pencemar, maka dapat dibedakan menjadi 
dua macam yakni; sumber yang berasal dari domistik (rumah tangga) yang berasal 
terdiri perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit dan sebagainya. 
Limbahnya bisa berupa zat organik baik berupa padat atau cair,  bahan berbahaya 
dan beracun (B3). Sedangkan sumber pencemar yang kedua adalah datang  limbah 
  
nondomestik, yang limbahnya datang dari industri. Dengan pengertian tersebut, 
maka pencemaran lingkungan bisa terjadi pada pencemaran air, pencemaran udara 
dan pencemaran tanah (Muhamad. Erwin: 2008: 37-48). 
Kedua, adalah perusakan Lingkungan, yang didifinisikan sebuah tindakan 
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik 
dan atau hayatinya yang mengakibatkan merosotnya fungsi daya dukung 
peruntukan ruang dan atau lingkungan hidup sehingga dapat menyebabkan tidak 
berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 
Dari makna atas pengendalian lingkungan tersebut diatas, menunjukkan 
memiliki ruang kegiatan yang sangat luas mulai dari perencanaa, penataan, 
pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan. Dengan demikian 
semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dapat dikatakan 
sebagai kegiatan pengendalian lingkungan. 
Sementara itu untuk menjaga agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan 
lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan adalah sebuah pilihan yang tidak 
bisa ditawar. Menurut Muhamad Erwin ada beberapa sarana penegakan hukum 
lingkungan, yang berupa penegakan hukum administrasi (berupa pencabutan izin 
atau penghentian produksi), hukum perdata (berupa tuntutan ganti rugi), dan 
hukum pidana (berupa tuntutan penjara). Sementara itu dalam penyelesaian kasus 
lingkungan ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang terkena 
dampak dari perusakan lingkungan. Pertama, melalui jalur musyawarah dan jalur 
  
pengadilan termasuk gugatan perwakilan atau calss actions (Muhamad. Erwin: 
2008: 113-118). 
Ada bebarapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang mengatur tentang 
pengendalian lingkungan hidup. Ketentuan itu seperti terdapat dalam Pasal 33 
yang mewajibkan setiap rencana usaha  dan/atau kegiatan yang menimbulkan 
dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan 
hidup.  Sementara itu Pasal 34 mewajibkan setiap orang yang akan melakukan 
suatu usaha dan/atau kegiatan, diperkirakan menimbulkan dampak besar dan 
penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL dan/atau UKL-UPL 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.  
Ketentuan yang mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang 
melakukan usaha untuk memiliki dokumen lingkungan dalam rangka pengendalian 
lingkungan hidup serta menjaga kelestarian ekosistem. Oleh karenanya, 
pelanggaran dikenai sanksi berupa pencabutan izin, penghentian atau penutupan 
sementara usaha dan/atau sanksi paksaan berupa; penghentian mesin, pemindahan 
sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, melakukan 
pembongkaran, melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 
menimbulkan pelanggaran, tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan 
lingkungan hidup pada keadaan semula disamping dapat dipidana kurungan  atau 
denda. 
  
B. Pengertian kebijakan Publik. 
Kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan 
sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, seperti kuliah hukum dan kebijakan 
publik. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (policy term) digunakan 
praktek setiap hari untuk menggantikan kegiatan dan keputusan  yang sangat 
berbeda. Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk 
menunjuk perilaku seorang aktor: pejabat, kelompok atau lembaga pemerintah 
(Budi Winarno: 2007: 18). 
Sementara Esmi Warassih dalam catatan kuliah tanggal 22 Juli 2007 
menyatakan, bahwa ada perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan publik. 
Kebijaksanaan berasal dari kata “bijaksana” (wisdom), yang berti nilai yang baik 
dan bersifat abstrak. Oleh karenanya Esmi Warassih mendifiniskan kebijaksanaan 
adalah proses mencari nilai-nilai dalam hal membangun dalam makna filosofi 
sedangkan kebijakan adalah formulasi dari kebijaksanaan sehingga sudah bersifat 
kongkrit.  
Kemudian Hartiwiningsih dalam catatan kuliah Hukum dan Kebijakan 
Publik tanggal 27 Juli 2007, menyatakan bahwa masih terdapat keragaman difinisi 
kebijaksanaan publik. Sebagai argumen, Hartiwiningsih mengutip beberapa pakar 
tentang pengertian kebijaksanaan publik. Klienjn, mendifiniskan kebijaksanaan 
publik adalah sebagai tindakan secara sadar dan sistematis, dengan 
mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas 
  
sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah. Sementara Keypurs 
mengartikan kebijaksanaan publik adalah sebagai suatu susunan dari (a) tujuan-
tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan sendiri 
maupun untuk kepentingan kelompok, (b) sarana-sarana dan saat-saat yang mereka 
pilih. Berbeda dengan Friend  kebijaksanaan hekakatnya adalah suatu posisi yang 
sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang 
akan dibuat dimasa yang akan datang. Sementara Carl J. Friederick mendifinisikan 
kebijaksanaan publik sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan 
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 
menurut James E Anderson adalah serangkaian tindakan yang diikuti dan 
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 
suatu masalah. 
Esmi Warassih sependapat bahwa membicarakan kebijaksanaan publik dan 
hukum perlu ditampilkan beberapa pendapat. Esmi mengutip pendapat Thomas R 
Dye , yang mendifinisikan kebijaksanaan publik sebaga is whatever governments 
choose to do or  not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 
atau tidak dilakukan). David Easton memberikan arti policies sebagai the 
authoritative allocation of values the whole society. Lasswel dan Kaplan  
mengartikan kebijaksanaan sebagai A projected program of goals, values and 
practices (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 
  
terarah). Dilain pihak, Van De Gevel mengartikan kebijaksanaan publik sebagai 
beleid bestaat in essentie uit een samenstel van gokazen doelen, middelen en 
tidstippen (Esmi Warassih: 2005: 131-132).  
Senada dengan Thomas R Dye, Robert Eyestone sebagaimana dikutip 
(Budi Winarno: 2007: 17), kebijakan publik dapat didifinisikan sebagai suatu unit 
hubungan pemerintahan dengan lingkungannya. Pengertian yang dikemukakan 
oleh  Robert Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan menyangkut 
banyak hal. Sedangkan Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik 
hendaknya dipahami sebagai  serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 
berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan 
daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Difinisi tersebut sebenarnya bersifat 
ambigu, namun difinisi tersebut berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah 
atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan belaka. 
 Sedangkan William N. Dunn mendifinisikan kebijakan publik yang 
dikaitkan dengan otonomi daerah adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang 
diproyeksikan lewat urian tentang kecenderungan masa lalu, masa kini dan 
kemungkinan masa depan. Peramalan adalah suatu prosedur untuk membuat 
informasi factual, tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang tidak 
ada tentang masalah kebijakan (William N. Dunn: 2003: 291-292). 
Berdasarkan dari pendapat para ahli tersbut, secara garis besar dapat 
dikelompokkan sedikitnya menjadi dua pandangan yakni; Pertama, pendapat para 
ahli yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah dengan tindakan-tindakan 
  
yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Thomas R Dye , 
bahwa kebijaksanaan publik sebaga is whatever government choose to do or not to 
do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). 
Dye mengatakan bahwa bila pemerintah melakukan sesuatu harus ada tujuan dan 
kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat 
pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 
kebijakan publik, hal itu disebabkan karena suatu yang tidak dilakukan oleh 
pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan 
atau tidak dilakukan (Bambang Sunggono: 1997: 23).  
Termasuk dari pandangan kelompok pertama adalah James F. Anderson 
yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah atau kebijakan – kibajakan yang dikembangkan oleh 
badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari 
pengertian kebijakan publik tersebut adalah bahwa kebijakan publik selalu 
mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada 
tujuan; (a) bahwa kebijakan publik berupa tindakan-tindakan atau pola-pola 
tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (b) kebijakan publik itu adalah apa yang 
benar-benar dilakukan oleh pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau 
menyatakan akan melakukan sesuatu, (c)  kebijakan publik itu bisa bersifat positif 
dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu 
masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat 
  
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (d) kebijakan pemerintah dalam 
arti yang positip didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan dan perundang-
undangan dan bersifat memaksa  atau otoritif (Bambang Sunggono: 1997: 23). 
Kedua; pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kebijakan publik 
adalah sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau maksud-
maksud tertentu dan mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai 
akibat-akibat yang dapat diramalkan (predicatable). Seperti yang dikemukakan 
William N. Dunn, yang memproyeksikan yang bersifat perkiraan, dalam 
ramalannya yang didasarkan pada penilaian informatif atau penilaian pakar tentang 
apa yang bakal terjadi di masa depan. Penilaian itu dapat berbentuk penilaian yang 
intutif, argumen motifasional, dimana tujuan, nilai atau kehendak masa kini masa 
depan digunakan untuk menetapkan berbagai kemungkinaan pernyataan. 
Maksud membuat prespektif kebijakan publik, sebagaimana ditegaskan 
oleh Dunn adalah kemungkinan membentuk masa depan, dapat membimbing 
tindakan dimasa depan, karena prespektif merupakan aspek-aspek alternatif masa 
depan yang didasarkan pada pemahaman kritis tentang kebijakan masa lalu dengan 
segala konsekuensi-konsekuensinya (William N. Dunn: 2003: 292-293).  
Selanjutnya dalam proses pembuatan kebijakan (menurut Budi Winarno: 
2007: 32-35) dirumuskan melalaui beberapa tahapan, yakni: 
a. Tahap penyusunan agenda. 
Pada tahapan ini beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan, setelah melalui 
proses kompetisi untuk bisa masuk pada agenda kebijakan. Masalah yang 
  
ditetapkan akan menjadi fokus pembahasan atau karena alas an-alasan tertentu 
masalah ditunda untuk waktu yang lama. 
b. Tahap formulasi kebijakan. 
Tahapan perumusan kebijakan adalah masing-masing alternatif kebijakan 
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 
memecahkan masalah.  
c. Tahap adopsi kebijakan. 
Pada tahap ini masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan 
pemecahan masalah terbaik, yang memilih salah satu dari alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dengan dukungan mayoritas 
legislatif. 
d. Tahap implementasi kebijakan. 
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan yang elit, jika 
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karenanya, kebijakan yang 
telah diambil harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan 
adminitrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah, dengan memobilisasi 
sumberdaya finansial dan manusia. Maka dari itu  pada tahapan implementasi 
berbagai kepentingan akan bersaing, dengan mendapat dukungan dari para 
pelaksana (implementators) atau mungkin ditentang oleh para pelaksana.  
e. Tahap evaluasi kebijakan. 
Pada tahapan ini bahwa kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 
dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah 
  
mampu memecahkan masalah, dengan ukuran-ukuran atau kreteria yang telah 
ditentukan.  
Kemudian menurut Hartiwiningsih dalam catatan Kuliah Hukum dan 
Kebijakan Publik tanggal 22 Juli 2007, bila dilihat dari tingkat-tingkat 
kebijakan publik ada dua tingkatan yakni; pertama, lingkup nasional yang 
terdiri dari: (1) kebijakan nasional yakni kebijakan negara yang bersifat 
fondamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasioanl, yang mempunyai 
kewenangan adalah MPR, Presiden dan DPR. (2) Kebijakan Umum, yakni 
kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR dan UU untuk 
mencapai tujuan nasional, yang menjadi kewenangan Presiden. (3) Kebijakan 
pelaksanaan yakni merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai 
strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu, yang menjadi kewenangan 
Menteri atau setinggkat menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non 
departemen. 
Kedua, lingkup wilayah, yang dibagi menjadi dua yakni; (1) kebijakan 
umum yakni kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas 
desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah, yang 
menjadi kewenangan Gubernur dan DPRD Propinsi untuk daerah propinsi dan 
Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota. (2). Kebijakan pelaksanaan 
yakni kebijakan desentralisasi (realiasasi pelaksanaan perda), kebijakan 
dekonsentrasi (pelaksanaan nasional di daerah), dan kebijakan tugas 
pembantuan (medebewin), yakni pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah 
  
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Hartiwiningih, Catatan Kuliah: 
22 Juli 2007). 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penulis mengartikan 
kebijakan publik menurut pendapat pertama sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Thomas R Dye , bahwa kebijaksanaan publik sebaga is whatever 
government choose to do or not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan), dalam tataran tingkatan lingkup wilayah 
yakni di Kota Surakarta dalam Mengimplementasikan Sanksi Administrasi 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup pada Pengusaha Batik di Kota Surakarta. 
C. Implementasi Kebijakan Publik. 
Sebelum membahas implementasi, maka terlebih dahulu perlu penulis 
kemukakan beberapa model perumusan kebijakan negara, karena perumusan 
kebijakan publik tersebut tidak hanya ada satu model dengan kata lain ada 
berbagai macam model sesuai dengan kerangka berpikir pembuat model tersebut. 
Menurut Yahezkel Dror (dalam Irfan Islami: 2002: 35) mengemukakan 
adanya tujuh macam model pembuatan keputusan, yaitu: 
a. Pore Rationality Model. 
Model ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu pola 
pembuatan keputusan yang ideal secara universal, dimana keputusan-
keputusan tersebut harus dibuat setepat-tepatnya. 
  
b. Economicallly Rational Model. 
Model ini sama dengan model yang pertama tetapi lebih ditekankan pada 
pembuatan keputusan yang paling ekonomis dan paling efisien. 
c. Sequential-Decision Model. 
Model ini memusatkan perhatian pada pembuatan eksperimen dalam rangka 
menentukan pelbagai macam alternatif sehingga dapat dibuat suatu kebijakan 
yang paling efektif. 
d. Incremental Model. 
Model yang keempat ini bersala dari teorinya Charles E. Lindblom yang 
terkenal dengan sebutan “muddling through” menjelaskan bagaimana 
kebijakan itu dibuat. Kebijakan dibuat atas dasar “perubahan yang sedikit” dari 
kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Jadi kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang lama dipakai sebagai dasar/pedoman untuk membuat 
kebijaksanaan yang baru. 
e. Statisfying Model. 
Model ini dipusatkan pada proses pemilihan alternatif kebijaksanaan pertama 
yang paling memuaskan dengan tanpa bersusah payah menilai alternatif-
alternatif yang lain. 
f. Extra-Rational Model. 
Model ini didasarkan atas proses pembuatan keputusan yang sangat rasional 
untuk menciptakan metode pembuatan kebijakan yang paling optimal. 
 
  
g. Optimal Model. 
Ini merupakan suatu model yang integratif (gabungan)  yang memusatkan 
perhatiannya pada pengintegrasian nilai-nilai, kegunaan praktis dari pada 
kebijaksanaan dan masalah-masalahnya. 
Selanjutnya agar kebijakan dalam arti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2006 tidak hanya akan menjadi catatan-catatan yang elit, maka perda tersebut 
harus diimplementasikan. Kegiatan implementasi kebijakan dipandang dalam 
pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah 
penetapan undang-undang.  Menurut Lester dan Stewart, implementasai dipandang 
secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, 
organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 
kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau tujuan program (Budi 
Winarno: 2007:  144). 
Sementara Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah 
apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas 
program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata 
(tangible output). Oleh karenanya implementasi mencakup tindakan-tindakan 
(tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang 
dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Budi Winarno: 2007: 145).   
Lebih lanjut menurut mereka, implementasi mencakup banyak kegiatan. 
Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan 
  
tanggung jawab menjalankan program harus  mendapatkan sumber-sumber 
(personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah dan uang) yang dibutuhkan agar 
implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan 
bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-
rencana dan desain program. Ketiga,  badan-badan pelaksana harus 
mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit 
birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.  Dan keempat, badan-badan 
pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau 
kelompok-kelompok target. 
Sementara van Meter dan van Horn, membatasi implementasi kebijakan 
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan. Tindakan itu merubah keputusan 
menjadi tindakan opersional dalam korun waktu tertentu maupun dalam rangka 
mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan 
(Budi Winarno: 2007: 145).   
Selanjutnya bagaimana teori implementasi? Menurut George C. Edwards 
(dalam Budi Winarno: 2007: 174-211)  bahwa ada empat faktor yang berpengaruh 
terhadap implementasi kebijakan yakni (a) komunikasi (kejelasan petunjuk 
pelaksanaan), (b) sumber-sumber (staf dan dan uang), (c) kecenderungan-
kecenderungan (sikap pelaksana kebijakan), dan (d) struktur birokrasi (organisasi 
pelaksana kebijakan).  
  
Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama 
lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Lebih jelas dapat 
dilihat dalam gambar dibawah ini: 
 
 
Dari gambar tersebut diatas diperoleh penjelasan bahwa faktor-faktor 
komunikasi, sumber, kecenderungan dan struktur birokasi akan berpengaruh 
langsung terhadap implementasi kebijakan. Dengan kata lain bahwa, komunikasi 
akan mempengauruhi sumber-sumber, kencenderungan-kecenderungan dan 
struktur birokrasi dalam implementasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan 
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merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, karena dilaksanakan 
oleh badan-badan adminitrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah, dengan 
memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 
Menurut van Meter dan van Horn (dalam Budi Winarno: 2007: 153),   
menggolongan kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda jumlah 
perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara 
pemeran  serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan 
merupakan karakteristik yang paling penting  setidaknya dalam dua hal. Pertama, 
implementasi akan dipengaruhi oleh sejauhmana kebijakan menyimpang dari 
kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah 
perubahan organisasi yang diperlukan. 
Sementara itu Gross dan kawan-kawan  tentang perubahan organisasi yang 
terencana, mengindentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan, yang 
salah satu dari faktor-faktor itu adalah sejauh mana pejabat bawahan 
(implementaors) berperanserta dalam pembuatan keputusan kebijakan. Pendapat 
mereka itu didasarkan pada argument; (1) peran serta menimbulkan semangat staf 
yang tinggi dan samangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang 
berhasil, (2)  peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat 
komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan, (3) peran serta 
menimbulkan kejelasan yang sangat besar tentang suatu pembaharuan dan 
kejelasan diperlukan  untuk implementasi, (4) dengan menggunakan postulat 
  
resistensi dasar terhadap perubahan, argument yang dibangun kemudian adalah 
peran serta akan mengurangi resistensi awal dan dengan demikian akan 
memudahkan implementasi yang berhasil, dan (5) pera pejabat bawahan akan 
cenderung menentang suatu pembaharuan, jika prakarsa atas pelaksanaan 
kebijakan semata-mata dari pejabat yang menjadi atasan mereka. Dengan 
demikian peran serta menjadi faktor yang krusial bagi keberhasilan suatu proses 
implementasi kebijakan.  
D. Teori Implementasi Hukum. 
Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya 
mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang menyakinkan 
bahwa apa yang dijelaskan adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran 
bahwa apa yang dijelaskannya itu adalah memenuhi standar teoritis. Ada 
perbedaan antara teori hukum dengan hukum positip. Menurut Radbruch, bahwa 
teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai 
kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Sehingga akan nampak kesulitan  
untuk membedakan dengan kajian yang disebut filsafat hukum, karena teori 
hukum juga akan mempermasalahkan seperti misalnya; mengapa hukum itu 
berlaku? apa dasar kekuatan mengikat?, apa yang menjadi tujuan hukum?, 
bagaimana saharusnya hukum itu dipahami? dan apa yang seharusnya dilakukan 
oleh hukum (Otje Salman dan Anthon F. Susanto: 2007: 45). 
  
Terkait dengan hal tersebut, maka ada dua pandangan besar dalam teori 
hukum; pertama, hukum disebut sebagai sebuah sistem, yang menyatakan hukum 
harus selalu bersifat sitematis dan teratur.  Kedua,  hukum sama sekali tidak berada 
pada jalur sistem, yang memiliki pandangan menolak bahwa hukum tidak selalu 
bersifat sitematis dan teratur, tetapi teori hukum juga bisa muncul karena situasi 
yang keos, keserba-tidak-beraturan atau situasi yang tidak sistematis. 
Sebelum pembahasan terkait teori implementasi hukum, maka perlu 
disampaikan apa itu hukum. Dalam memberikan difinisi hukum, diantara para 
pakar hukum tidak adanya kesamanaan dalam satu difinisi. Ketidak samaan 
tersebut seperti didiskripsikan oleh (Burhan Ashshofa: 2007: 11-12) sebagai 
berikut: 
1. Thomas hobbes mendifinisikan hukum sebagai kebebasan untuk melakukan 
sesuatu.  
2. Roscoe Pound mengartikan hukum sebagai alat untuk mengubah memperbaiki 
keadaan masyarakat (law is tool of social engineering). 
3. Van Savigny memaknai hukum tidak dibuat tetapi lahir tumbuh bersama-sama 
masyarakat.  
4. Land menyatakan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat 
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. 
5. Van Kan merumuskan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat 
memaksa untuk melindungi kepentingan manusia.  
  
6. Meyer merumuskan hukum sebagai keseluruhan norma atau kaidah dan 
penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia sebagai anggota 
masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan 
tugasnya.  
Sementara itu perbedaan difinisi juga muncul diantara aliran hukum. Aliran 
hukum alam mendifinisikan hukum adalah yang bersumbur dari Tuhan. Sementara 
aliran hukum historis, menyatakan sumber hukum adalah jiwa masyarakat dan 
isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Sedangkan aliran 
utilitarisnisme mengartikan hukum adalah ketentuan tentang pengaturan 
penciptaan kesejahteraan negara. Dan aliran sosiologi hukum mendifinisikan 
hukum adalah segala gejala sosial di masyarakat dan ini berbeda dengan aliran 
positivisme yang mengartikan hukum sebagai norma yang tertulis (Adi 
Sulistiyono: 5-18). 
Sementara itu Soetandyo Wigyosoebroto menggelompokkan konsep 
hukum menjadi lima konsep hukum, yaitu: (1) Hukum adalah asas-asas kebenaran 
dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, (2) Hukum adalah 
norma-norma positip di dalam system perundang-undangan hukum nasional, (3) 
hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim, (4) hukum adalah pola-pola 
perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiris, dan 
(5) hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi antara mereka (Setiono:2005: 22). 
  
Berdasarkan keragaman difinisi hukum tersebut, maka penulis 
mengkosepsikan hukum dalam pembahasan ini adalah konsep hukum sebagai 
manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam 
interaksi antara mereka, yang merupakan konsep hukum yang ke lima dari 
Soetandyo Wigyosoebroto.    
Sementara itu membicarakan hukum tidak terlepas dari pengertian 
hukum sebagai suatu sistem,  sehingga dalam menjalankan fungsinya  untuk 
mencapai tujuan secara efektif, hukum harus dilihat  sebagai sub-sistem dari suatu 
sistem yang besar dalam masyarakat. Pengertian hukum sebagai sistem 
sebagaimana dikatakan oleh Bertalanffy dan Kennecth Building (dalam Esmi 
Warassih: 2005: 29) bahwa berimplikasi berkaitan dengan aspek keintegrasian, 
keteraturan, keutuhan, keter-organisasian, keterhubungan dan ketergantungan 
komponen satu sama lain.  
Sementara Lon L. Fuller (dalam Esmi Warassih: 2005: 29) berpendapat 
bahwa hukum sebagai sistem setidaknya harus memenuhi delapan asas atau 
principles of legality yakni: 
1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya hukum tidak 
boleh mengandung  sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut. 
4.  Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
  
5.  Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 
satu sama lain. 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat 
dilakukan. 
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah. 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan 
sehari-hari. 
Oleh karenanya, Lawrence M Friedman (dalam Esmi Warassih: 2005:30) 
berpendapat untuk dapat memahami hukum perlu dengan pendekatan sistem, 
karena hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan 
kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum 
dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen substantif yaitu 
output daris sistem hukum berupa keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh 
pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultural yaitu terdiri dari 
nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang dapat 
dibedakan antara kultur pera penagak hukum dan kultur masyarakat luas. 
Oleh karenanya Oleh karenanya pemahaman hukum sebagai sistem, 
memberika makna atas peraturan-peraturan yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri 
tanpa ikatan, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum 
sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan etis (Satjipto Raharjo: 2000: 49). 
Sejalan dengan pemahaman hukum yang demikian, maka hukum juga bisa 
diartikan sebagai institusi sosial, sebagai alat merekayasa masyarakat, 
  
sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound. Hukum sebagai institusi sosial, 
melibatkan peran dari orang-orang yang tersangkut di dalamnya, khususnya bagi 
rakyat biasa yang menjadi sasaran pengadministrasian hukum.  
Oleh karenanya Vinogradoff (dalam Satjipto Rahardjo: 2000: 127) 
menunjunjukkan akan pentingnya peran dan fungsi hukum sebagai pengendali 
sosial dalam kehidupan masyarakat untuk bisa mewujudkan keadilan dan 
menciptakan keteraturan, ketertiban serta tanpa adanya disikriminasi. Tanpa 
hukum sebagi pengendali sosial yang efektif menurut Adi Sulistiyono, potensi-
potensi sosial manusia dapat mengarah kepada perilaku yang dapat membawa 
kehancuran (Adi Sulistiyono: 2004: 1). 
Pentingnya hukum sebagai pengendali sosial, sejalan dengan hekakatnya 
manusia sebagai makhluk sosial, yang bukan hanya membutuhkan makan dan 
minum saja tetapi juga membutuhkan untuk melakukan hubungan sosial, yang 
hubungan sosial itu bisa terwujud dalam kondisi ketertiban. Satjipto mengutip 
pendapat Vinogradoff bahwa apabila seseorang bisa mendapatkan keuntungan 
bagi dirinya sendiri atas kerugian tetangga dengan cara mencopet rotinya, maka 
akan sulitlah jadinya untuk menegakkan suatu masyarakat kepentingan-
kepentingan atau hubungan-hubungan yang bersifat bersahabat antara sesama 
anggota masyarakat (Satjipto Raharjo: 2000: 127).  
Yang menjadi petanyaan adalah hukum sebagai istitusional sosial dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pengendali sosial apakah bersifat otonom? Sesuai 
  
dengan kelahiran hukum, yang menurut Afan Gaffar bahwa hukum tidaklah berada 
dalam keadaan yang vakum, akan tetapi merupakan entitas yang berada pada suatu 
envorironment  (lingkungan sekitar) dimana antara hukum dan envorironment 
(lingkungan sekitar)  tersebut terjadi saling hubungan yang kait mengait. Oleh 
karena itu ekosistem hukum banyak tergantung pada faktor-faktor yang berada di 
luar hukum. Jadi hukum bukan suatu yang supreme. Adanya hukum karena adanya 
kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain (Adi Sulistiyono: 2006: 
55). 
Oleh karenanya menurut Satjipto Rahardjo bahwa berlakunya hukum 
dalam arti penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau 
kekosongan sosial. Artinya, ada kompetitif, tarik menarik  dan dorong mendorong 
antara hukum dan bidang diluar hukum (Satjipto Rahardjo: 2006: 180). Singkat 
kata, hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, 
melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk 
dilakukannya bagi masyarakat, yang itu membutuhkan suatu kekuatan pendorong 
yakni kekuasaan. Hubungan antara kekuasaan dan hukum menurut Satjipto tidak 
hanya terwujud dalam kontrol kekuasaan yang ada pada orang-orang tetapi hukum 
juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang.  
Keterpengaran hukum atas berbagai faktor di luar hukum, sesuai dengan 
teori  berlakunya hukum Robert B Siedman, yang menyatakan bahwa  seluruh 
kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik selalu ikut bekerja dalam setiap 
upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sangsi-
  
sangsinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaanya. Dengan 
demikian, peran yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum 
itu merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor (Esmi Warassih: 2005: 11). 
Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum  
secara jelas digambarkan oleh Robert B. Siedman (dalam Esmi Warassih: 2005: 
12) sebagai berikut: 
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Gambar 3 
Teori Bekerjanya Hukum Model Robert B. Siedman 
  
Model gambar Robert B Siedman tersebut di atas, menunjukkan adanya 
pengaruh faktor-faktor atau kekautan-kekuatan sosial mulai tahap pembuatan 
undang-undang, penerapannya sampai dengan peran yang diharapkan. Dengan 
demikian hukum adalah merupakan proses sosial yang dengan sendirinya 
(otonom) maupun tak mandiri (tidak otonom sekaligus). 
Sadar atau tidak sadar kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja 
dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan sosial itu akan terus masuk 
dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun 
peraturan yang dikeluarkan  itu memamang bakal menimbulkan hasil yang 
diinginkan, tetapi efeknya pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial 
yang melingkupinya. Oleh sebab itu, orang tidak bisa melihat produk hukum itu 
sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih 
dari itu. 
Selanjutnya, peran apa yang diharapkan dari warga masyarakat, juga 
sangat ditentukan  dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut. Setiap 
peraturan yang dibuat tentu berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh 
subyek hukum sebagai pemegang peran. Namun bekerjanya harapan itu tidak 
hanya ditentukan oleh kehadiran peraturan itu sendiri, melainkan oleh beberapa 
faktor yang turut menentukan bagaimana respons yang diberikan oleh pemegang 
peran, antara lain: sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya, aktivitas dari lembaga 
pelaksana hukum dan seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya 
yang bekerja atas diri pemegang peran (Esmi Warassih: 2005: 13). 
  
 Oleh karenanya menurut Siedman ketika mengkaji masalah bekerjanya 
hukum, memanfaatkan teori-teori dari ilmu sosial, yakni teori “persepsi peranan”, 
karena teori tersebut membicarakan hukum dalam menimbulkan perubahan-
perubahan tertentu sebagaimana dikehendaki oleh pembuat hukum. 
Fridman dalam (Satjipto Rahardjo: 2000: 154) menyatakan bahwa hokum 
tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan 
juga dari segi kulturnya. Struktur hokum adalah pola yang melibatkan tentang 
bagaimana hokum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur 
ini memperlihatkan bagaimana pengadilan,  pembuatan hokum dan lain-lain badan 
serta proses hokum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hokum adalah peraturan-
peraturan yang dipakai oleh para pelaku hokum pada waktu melakukan perbuatan 
serta hubungan hokum.  Sedangkan kultur hokum adalah tuntutan atau permintaan 
yang datang dari rakyat atau para pemakai jasa hokum seperti pengadilan. 
Sejalan dengan hal ini dalam upaya penegakan hukum, adalah sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, dimana hukum harus diartikan 
sebagai suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of law) 
dan budaya hukum (culture of law). Sehingga, penegakan hukum tidak saja 
dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan 
aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana 
menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum. 
Sementara itu teori bekerjanya hukum Robert B Siedman dan Fridman , 
akan lebih diperjelas dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurut 
  
Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum (law enforcement), juga dalam arti 
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang bersifat netral  sehingga dapak positif dan negatifnya 
terletak pada faktor-faktor tersabut (Soerjono Soekanto : 2007: 8). Faktor-faktor 
yang berpengaruh tersebut yakni: 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
Bahwa agar undang-undang dapat mempunyai dampak positip atau mencapai 
tujuannya maka ada beberapa asas yang mendasarinya yakni: (a) Undang-
undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan 
terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang, serta terjadi setelah 
undang-undang itu dinyatakan berlaku. (b) Undang-undang yang dibuat oleh 
Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. (c) 
Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang 
bersifat umum. (d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu. (e) Undang-undang tidak dapat 
diganggu gugat. (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui 
pelestarian ataupun pembangunan atau inovasi. (Soerjono Soekanto : 2007: 12-
13). 
Oleh karenanya, agar undang-undang tidak menjadi huruf mati, maka menurut 
Soerjono Soekanto perlu dipenuhinya beberapa sayarat yakni: adanya 
keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak 
  
kepada masyarakat untuk mengajukan usul melalui cara: mengundang 
masyarakat dalam pembahasan peraturan yang akan dibuat, mengundang 
organisasi tertentu untuk memberikan masukan, dengar pendapat dengan 
dewan dan pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari 
tokoh-tokoh atau ahli terkemuka.  
2. Faktor penegak hukum. 
Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan 
(role). Kedudukan (status) selain merupakan posisi tertentu dalam struktur 
kemasyarakatan, juga merupakan wadah yang isinya hak (wewenang untuk 
berbuat dan tidak berbuat)  dan kewajiban (beban atau tugas). Oleh karena itu 
seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan 
pemegang peran. Peran-peran itu dapat dijabarkan dalam: (a) peran yang idial, 
(b) peran yang seharusnya, (c) peran yang dianggap oleh diri sendiri dan (d) 
peran yang sebenarnya yang dilakukan. 
Seorang penegak hukum, dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peran 
yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan (peranan aktual), 
maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance). Terkait dengan 
penelitian ini, maka yang akan jadi fokus analisis  adalah peran yang 
seharusnya dan peran aktual dalam mengimplementasikan sangsi adminitrasi 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup. 
 
  
 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
Faktor sarana dan fasilitas tertentu akan menentukan akan kelancaran dan 
keberlangsungan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain 
meliputi: (a) tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, (b) organisasi 
yang baik, (c) peralatan yang memadahi dan (d) keuangan yang cukup. Bila 
sarana tersebut terpenuhi, maka penegakan hukum akan mencapai tujuan. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku/diterapkan. 
Bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam pandangan sudut 
tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Oleh 
karena itu, disini perlunya dikemukakan pendapat masyarakat mengenai 
hukum, yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya, yang ada kaitannya dengan 
faktor-faktor undang-undang, penegak hukum dan sarana/fasilitas. Pandangan-
pandangan masyarakat tersebut yakni: 
a. Hukum yang diidentikan dengan petugas hukum atau penegak hukum, 
yang mengakibatkan baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan 
pola perilaku penegak hukum. 
b. Penerapan undang-undang oleh penegak hukum, yang mengakibatkan 
penafsiran undang-undang terlalu luas atau terlalu sempit, disamping 
  
timbul kebiasaan kurang menelaah perundang-undangan yang kadang kala 
sudah tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. 
c. Mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positip, yang ini 
mengakibatkan lebih mementingkan kepastian hukum untuk mencapai 
ketertiban yang pada akhirnya akan muncul gagasan-gagasan  yang kuat 
bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. 
Padahal kecenderungan yang legalistis hanya akan menemukan lahirnya 
undang-undang yang belum tentu berlaku secara sosiologis.     
5. Faktor kebudayaan. 
Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Namun 
oleh Soerjono Soekanto sengaja dibedakan, kerena menyangkut pembahasan 
sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari).  
Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 
mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan. Dan 
pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Purbacaraka dan Soerjono 
Soekanto adalah: (a) nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (b) nilai 
jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, (3) nilai 
  
kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi (Soerjono Soekanto : 
2007: 60). 
Dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan 
keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu 
kebebasan. Schuyt (dalam Soerjono Soekanto : 2007: 60) merinci ciri-ciri 
ketertiban atau keadaan tertib yaitu: dapat diperkirakan, kerja sama, 
pengendalian kekerasan, kesesuaian, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa 
perselisihan, keseragaman, kebersamaan, ajeg, suruhan, keberurutan, corak 
lahiriyah dan tersusun. Sedangkan keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan 
terjadi apabila ada hambatan dari pihak lain lain (dipaksa), tidak ada pilihan 
lain (terpaksa tanpa kesalahan pihak lain) dan kerena keadaan diri sendiri 
(takut, merasa tidak pada tempatnya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB: III 
METODE  PENEITIAN 
 
A. Jenis Penelitian. 
Setiono dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum menyebutkan 
bahwa, Metodologi, juga Metodologie (Kamus Bahasa Belanda, Wokowasito, 
1976:401) artinya ilmu tentang metode-metode. Metodologi (Kamus Bahasa 
Indonesia, 1999: 653) berarti ilmu tentang metode. Metodologi dalam arti yang 
umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang 
mengarahkan pada suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk 
mencari kebenaran. Sementara itu penelitian, terjemahan dari research, artinya 
mencari mencari jawab. Metode adalah alat untuk mencari jawab. Jadi 
menggunakan suatu metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan dicari. 
Semisal seseorang yang akan mencari ikan, maka alat atau tempat pergi 
tergantung kepada ikan apa yang akan dicari. Demikian halnya jika seseorang 
akan mencari hukum dapat dianalogikan hal tersebut, maka jenis metode yang 
akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat tergantung pada konsep 
hukum apa yang dimaksud tentang hukum (Setiono:2005: 3). 
Dengan memahami konsep hukum tersebut maka kita dapat 
menentukan metode (alat) yang akan kita gunakan dalam penelitian. Karena 
penelitian ini mengartikan hukum dalam konsep kelima dari Soetandyo 
Wigyosoebroto, yakni hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para 
  
perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka, maka penelitian 
ini merupakan jenis penelitian merupakan penelitian yang impiris dengan 
metode non doktrinal.   
Kemudian bila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian yang penulis 
lakukan adalah merupakan penelitian deskriptif diagnostik. Artinya penelitian 
ini dimaksudkan untuk untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teri-teori baru 
dan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu 
gejala atau beberapa gejala. 
B. Lokasi Penelitian. 
Lokasi penelitian di “Kampoeng Batik” Laweyan dan  Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta.   
C. Jenis Data dan Sumber Data. 
Penelitian hukum sosiologis/empiris/non doktrinal, menurut HB. 
Soetopo membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengindentifikasi suatu 
hal secara impiris dan data skunder sebagai dasar kekuatan mengikat kedalam. 
Sumber data  dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah laku dokumen dan arsip 
serta berbagai benda lainnya (HB. Soetopo: 2002: 2). Karena penelitian ini 
termasuk penelitian hukum yang empiris/non doktrinal, maka jenis data yang 
  
diperlukan adalah jenis dan sumber data primer (wawancara mendalam) dan 
data skunder (studi kepustakaan). Oleh karenanya,  jenis dan sumber  data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis Data. 
a. Jenis Data Primer. 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau 
masyarakat melalui wawancara. 
b. Jenis Data Skunder. 
Yaitu keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak 
langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan 
documenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tulisan lainnya. 
2. Sumber Data. 
a. Sumber Data Primer. 
Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara 
langsung dari lapangan penelitian atau masyarakat, peristiwa tingkah 
laku, yang didapat melalui wawancara yang mendalam (indepht 
interview). Dalam penelitian soisologis/impiris/non doktrinal  untuk 
memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial 
yang muncul didalam masyarakat dengan melakukan wawancara.  
Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan informan yang telah 
ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang 
akan diteliti penulis yang meliputi: pejabat pada Kantor Lingkungan 
  
Hidup, PPNS Lingkungan Hidup, Kepala Kelurahan, Tokoh 
Masyarakat dan Pengusaha, yang jumlahnya ditentukan secara 
subyektif oleh peneliti sampai peneliti memperoleh jawaban yang 
dirasa cukup untuk penelitiannya. 
b. Sumber Data Skunder. 
Untuk memberikan dasar kekuatan yang  mengikat ke dalam, 
maka diperlukan data skunder yang merupakan pendapat para ahli, 
dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam hukum ilmiah dan literature-
literatur yang mendukung data primer. Data skunder dibidang hukum 
dipandang dari sudut pengikatnya menurut dapat dibedakan menjadi: 
1) Bahan-bahan hukum primer; yaitu peraturan perundangan yang 
mengatur tentang Lingkungan Hudup seperti: UU Nomor 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup. 
2) Bahan-bahan hukum skunder; yaitu bahan hukum yang erat 
hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat 
membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu 
hasil-hasil penelitian ilmiah dari para sarjana. 
3) Bahan-bahan hukum tersier; yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder 
seperti; kamus.    
  
D. Teknik Pengumpulan Data.  
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yang ada di tempat penelitian sehingga memperoleh data 
yang diperlukan. Menurut John Madge (dalam Soerjono Soekanto 1984: 66), 
alat pengumpulan data mana yang akan digunakan di dalam suatu penelitian 
hukum, tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan 
dilaksanakan. Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan 
penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka, karena fungsinya yang mampu 
menyediakan fakta-fakta dan angka-angka. Lebih penting lagi, dokumen-
dokumen tersebut bukan hanya menggambarkan peristiwa masa kini tetapi 
juga membantu mengungkapkan bagaimana peristiwa tersebut muncul. 
Alat pengumpulan data yang lain adalah pengamatan. Melalui 
pengamatan peneliti mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi dalam 
kenyataan. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan langsung berperan 
dimana peneliti secara aktif terlibat  langsung dengan permasalahan yang  
diteliti. Pengamatan berperan merupakan cara khusus dimana peneliti tidak 
bersikap pasig sebagai pengamat tetapi memainkan berbagai peran yang 
mungkin dalam berbagai situasi atau bahkan mengarahkan peristiwa-peristiwa 
yang sedang dipelajari. Alat pengumpul data yang lain adalah wawancara. 
Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi seempirik mungkin 
berkaitan dengan gejala-gejala sosiologis yang muncul dalam masyarakat. Data 
yang didapat dari hasil wawancara diharapkan dapat rinci, mendalam dan 
  
lengkap. Subyek studi dalam penelitian ini menurut disebut informan (HB. 
Soetopo: 2002: 3). 
Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
adalah dengan melakukan: 
1. Wawancara. 
Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data diperlukan teknik 
wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan mengarah pada kedalaman 
informasi, subyek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan 
daripada sebagai responden. Wawancara mendalam dilakukan dalam waktu 
yang tepat guna mendapatkan data yang rinci, jujur dan mendalam bahkan 
dapat dilakukan beberapa kali sesuai keperluan peneliti agar lebih jelas 
dengan permasalahannya. Pada waktu melakukan wawancara mendalam 
ini, sekaligus peneliti juga dapat melakukan pengamatan terutama pada 
kondisi nara sumbernya untuk mendapatkan gambaran karakteristik secara 
keseluruhan, juga perilaku atau ekspresi yang terjadi pada saat suatu 
pertanyaan tertentu yang dapat memberi gambaran makna pertanyaan. 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan  wawancara dengan pejabat pada 
Kantor Lingkungan Hidup, PPNS Lingkungan Hidup, Kepala Kelurahan, 
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK), Ketua Rukun 
Warga, Ketua Rukun Tetangga dan pengusaha batik.  
 
 
  
2. Pengamatan.  
Pengamatan berperan aktif, yaitu mengenai perilaku dan kondisi 
lingkungan penelitian baik dilingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta maupun di Kecamatan Laweyan. 
3. Studi Dokumen.  
Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa 
pada waktu lalu. Literatur yang relevan termasuk dokumen yang dapat 
mendukung penelitian ini. Tempat studi dokumen dilakukan peneliti selain 
di Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret  Surakarta juga di 
Perpustakaan Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta. 
E. Teknik Sampling.  
Teknik sampling dalam penelitian ini  menggunakan pursposive 
sampling atau judgmental sampling yaitu peneliti menggunakan 
pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang 
populasi untuk memilih sampel. Cara yang digunakan melalui wawancara 
mendalam (indepth intervier), yang dilakukan dengan informan/responden 
yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang 
akan diteliti oleh peneliti. Hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili 
karakteristik dari populasi tertentu tetapi dapat mempunyai arti generalisasi. 
Menurut Patton (dalam HB. Soetopo: 2002: 2).) pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam memperoleh 
data (snowball informan) 
  
Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang 
terkait langsung dalam Implementasi Sanksi Administrasi Perda Nomor 2 
Tahun 2006, yakni: pejabat pada Kantor Lingkungan Hidup, PPNS 
Lingkungan Hidup, Kepala Kelurahan, Ketua Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kota (LPMK), Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan 
pengusaha batik.  
F. Analisis Data. 
Analisa data didasarkan pada metode penelitian diskritif kualitatif. Sementara 
itu menurut (Setiono:2005: 30-31), ada tiga komponen pokok data yakni:  
1. Data reducation.  
Berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-
batas permasalahan, menulis memo. Proses reduksi ini terus berlangsung 
sampai akhir penelitian ditulis. Data reduction adalah bagian dari analisis, 
suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 
membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
2. Data display.  
Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan 
mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan 
sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian 
tersebut. Penyajian berupa kalimat panjang atau cerita yang menyulitkan 
  
peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data 
keseluruhannya guna menyususn kesimpulan studi. Dengan demikian 
susunan penyajian data yang baik dan jelas, sistematis akan menolong 
peneliti. Display meliputi berbagai matriks, gambar/sketsa, jaringan kerja 
berkaitan kegiatan, dan table. Kesemuanya dirancang guna merakit 
informasi secara teratur supaya mudah dimengerti dalam bentuk yang 
kompak. Data display merupakan bagian analisis. 
3. Data conclusion.  
Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memilih mengerti apa 
arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, yang 
mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi peneliti yang 
kompeten memgang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, artinya tetap 
bersikap terbuka. 
Ketiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada 
waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara pararel, merupakan 
analisis mengalir (flow model of analisis). Menurut Burhan Ashofa (dalam 
Setiono: 2005: 32), ada beberapa hal penting diperhatikan dalam menggunakan 
metode penelitian kualitatif, yakni:  
1) Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif 
adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala 
yang menjadi fokus penelitian. 
  
2) Gejala dapat ditangkap oleh panca indra, sedang gagasan hanya bias 
ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan. 
3) Gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat 
sebagai hal yang mempunyai komponen yang lebih kecil, komponen yang 
satu dengan yang lainnya saling berkait satu dengan yang lainnya secara 
fungsional (saling mempengaruhi). 
Sedangkan instrumen penelitiannya adalah si peneliti sendiri, sejauh 
mana peneliti dapat memahami gejala yang akan diteliti tidak ditentukan oleh 
daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya, tetapi ditentukan 
oleh kemampuannya gejala yang diteliti. Teknik analisis data tersebut dapat 
digambarkan dengan alur  sebagai berikut (HB. Soetopo: 2002: 91): 
 
Pengumpulan Data 
(Data Primer dan Data Skunder 
Sajian Data Reduksi Data 
Penarikan Simpulan/Verifikasi 
Gambar 3 
Alur Pengumpulan Data dan Menarik Kesimpulan 
  
G. Menarik Kesimpulan. 
Teknik penarikan kesimpulan ini, peneliti menggunakan metode induktif. 
Artinya, menganalisa data-data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju 
kepada hal-hal yang bersifat umum. Demikian juga untuk data-data yang 
khusus diperlukan dengan cara menganalisa dari hal-hal yang bersifat umum. 
H. Penelitian yang Relevan. 
Penelitian yang relevan yang dapat penulis kemukakan adalah hasil 
penelitian Hartiwiningsih tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Dari hasil penelitiannya bahwa ada 
empat yang mempengaruhi proses penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada 
tahap aplikasi. Keempat faktor tersebut yakni; (1) adanya dominasi kekuasaan 
hukum dalam proses penegakan hukum lingkungan, (2) intervensi kekuasaan 
terhadap proses penegakan hukum lingkungan, (3) konflik kepentingan antara 
pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam proses penegakan hukum 
lingkungan, dan (4) intervensi politik pada tahap aplikasi penegakan hukum 
lingkungan (Hartiwiningsih: 2006: 5-24).   
Sementara dalam peneltian yang berbeda (untuk maraih gelar doktor) 
memperoleh kesimpulan bahwa kegagalan proses penegakan hukum pidana 
lingkungan tidak dapat dilepaskan adanya kekuatan yang ada di luar hukum. 
Hukum dalam proses penegakkannya bukan suatu sistem yang berdiri sendiri 
yang ada di luar ruang hampa, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai seperti 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti; kemampuan secara 
  
personal di dalam memahami hukum, moral, kecerdasan, didikasi, visi dan 
misi, ketrampilan, sifat welas asih, loyalitas pada petugas, komitemen akan 
tegaknya hukum dan keadilan. Sedangkan faktor eksternal seperti; dominasi 
kekuasan, intervansi kekuasaan, mososatnya kinerja peradilan, mafia peradilan, 
konflik kepentingan antara pemerintah pengusaha dan masyarakat, intervensi 
politik pada tahap aplikasi, ketergantungan hukum pidana dana hukum 
administrasi, dan kedudukan hukum pidana dalam penyelesaian kasus 
lingkungan hidup (Hartiwiningsih: 2007: 5-6).  
Sementara Aminah (dalam http://www.digilib.ui.edu), bahwa  
kegagalan Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Industri Kecil Batik di 
Kotamadya Pekalongan), karena dipengaruhi oleh faktor informasi, rendahnya 
tingkat kesadaran hukum dari pengusaha batik dan orientasi pengusaha yang 
lebih mngedepankan pendapatan tanpa mempedulikankelestarian lingkungan. 
Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penilitian atas pelaksanaan sanksi adminitrasi Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup pada 
pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta. 
I. Kerangka Berpikir. 
Bahwa konsep pembangunan berwasan lingkungan adalah sebuah 
keharusan yang harus dikembangkan oleh pemerintah, dengan tujuan selain 
untuk pertumbuhan dan kesejahteraan juga demi kehidupan generasi yang akan 
  
datang. Oleh karenanya, kelestarian lingkungan mutlak harus dijaga dari segala 
aspek yang bisa merusak dan menghancurkan lingkungan. 
Upaya pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan lingkungan 
hidup dari segala hal yang merusak ekosistem, maka pemerintah membuat 
regulasi di didang lingkungan hidup seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitu juga bagi Pemerintah Kota bersama 
dengan DPRD sebagai representasi dari rakyat telah sepakat menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan 
Hidup. Tujuan dengan ditetapkan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat 
dijadikan alat untuk mengatur sekaligus control atas semua kegiatan yang 
berdampak terhadap lingkungan. 
Sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2006, bahwa dalam 
rangka pengendalian lingkungan hidup serta menjaga kelestarian ekosistem, 
maka setiap orang dilarang melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan 
melampaui Baku Mutu Air Limbah dan semua kegiatan/usaha baik yang 
dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang mempunyai dampak 
lingkungan harus menyiapkan/memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL 
dan UKL-UPL. Amanat perda ini sebuah keharusan yang harus ditaati karena 
bila tidak atas segala pelanggaran selain dapat dikenakan sangsi administrasi 
seperti pencabutan ijin juga dapat dikenakan denda dan pidana sesuai dengan 
ketentuan. 
  
Namun, pada tataran implementasi, ternyata pelaksanaan Peraturan 
Daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum tetapi juga dipengaruhi oleh 
faktor-faktor non hukum. Begitu juga rakyat sebagai pihak sasaran dari 
peraturan, ketaatan atas hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor  diluar 
hukum. Dengan demikian, maka pemahaman implementasi peraturan sebagai 
sebuah produk hukum sesuai dengan teori berlakunya hukum sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor karena memang hukum adalah merupakan 
salah sebuah sub system yang ada di masyarakat. 
Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini, 
maka selengkapnya kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam 
bagan tersebut dibawah ini: 
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Gambar 4 
Alur Pikir Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 
  
BAB  IV 
P E M B A H A S A N 
 
 
A. Diskripsi Wilayah Penelitian. 
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Laweyan. 
Dalam sejarahnya Laweyan dikenal sebelum kota Solo berdiri. 
Ketika Kraton Surakarta berdiri tahun 1745, wilayah Laweyan tetap sebagai 
wilayah perdikan. Nama Laweyan berasal dari kata `lawe’ (kapas) yang 
dipintal kemudian diantin menjadi mori, bahan dasar batik.  “Kampoeng 
Batik” Laweyan menjadi daerah sentra perajin batik sejak sekitar tahun 1800. 
Saat itu, lebih 60 persen warga menggantungkan hidup dari membatik. Pada 
awal abad XIX, Kampoeng Laweyan memang terkenal sebagai kampung 
industri batik legendaris. Tapi masa kejayaan Laweyan perlahan pudar 
seirama dengan kemajuan teknologi industri tekstil yang mampu membuat 
tekstil bermotif batik dengan produk massal.  
Awalnya batik tulis berkembang di kampung Laweyan, tetapi 
seiring dengan perkembangan teknologi lalu mereka menggunakan teknologi 
cap. Hasil produksi batiknya dikirim bukan hanya ke berbagai tempat di 
Jawa, tetapi juga sampai ke Sumatera. Tidak mengherankan bila para 
saudagar Laweyan mampu membangun rumah yang megah dengan tembok 
tinggi. Ironisnya kehancuran Laweyan justru terjadi ketika modernisasi 
  
masuk melalui industrialisasi. Perubahan struktur ekonomi nasional dari 
manual ke industrialisasi membuat batik Laweyan tak mampu bersaing 
dengan industri sandang buatan mesin-mesin pabrik yang harganya jauh 
lebih murah. 
 Hingga sekarang, sisa-sisa kejayaan itu selain masih eksisnya 
beberapa pengusaha batik, kini juga masih bisa dilihat beberapa bangunan 
rumah kuno berpagar tinggi dilengkapi pintu gerbang kokoh, mirip benteng 
Belanda milik bekas pengusaha batik tempo dulu. Beberapa bangunan tua 
yang megah, peninggalan saudagar batik masa lalu, misalnya: Ndalem 
Tjokrosumartan yang terletak di Jalan Sidoluhur No 18, Laweyan. Bangunan 
yang dibangun tahun 1915, merupakan rumah paling besar di kampung 
Laweyan dengan luas rumah ini 1.800 meter persegi serta luas tanah sekitar 
3.000 meter persegi. Bangunan kuno Laweyan umumnya bercirikan dengan 
tembok tinggi, dan merupakan bangunan perpaduan arsitektur Eropa dan 
Jawa. Umumnya terdiri dari pendapa, rumah utama, kamar, dapur, benteng 
dengan tembok tinggi, teras, serta halaman luas. Bangunan megah tersebut 
menunjukkan status ekonomi pemiliknya. Rumah ini memancarkan nuansa 
tempo dulu dengan kemegahannya. Motif batik tampak di sejumlah tempat di 
rumah, mulai dari ubin lantai hingga lukisan dan kaca yang terpampang di 
berbagai ruangan di rumah ini. Belum lagi berbagai koleksi perabotan antik, 
kursi, lemari, cermin, vas bunga, lampu gantung, kaca jendela dengan 
beragam motif batik. 
  
Menurut sejarah, almarhum Tjokrosumarto yang sukses dalam 
usaha batiknya tidak hanya membantu keperluan perjuangan kemerdekaan, 
tetapi juga membantu pemerintah mempertahankan Republik Indonesia (RI). 
Bahkan rumahnya pernah dipakai untuk perundingan antara gerilyawan RI 
dan tentara Belanda pada 12 November 1949. Selain Ndalem 
Tjokrosumartan, di balik pagar tembok di Laweyan juga terdapat bangunan 
megah lain seperti Ndalem Wiryomartanan (kini Graha Nikmat Rasa), yang 
sampai kini kedua bangunan megah ini masih digunakan untuk menerima 
kunjungan tamu dari mancanegara, seperti World Batik Conference tahun 
1997. Disamping berdiri bangunan megah yang menunjukkan kejayaan 
pemiliknya, maka kini  di “Kampoeng Batik” Laweyan pun bisa kita lihat 
rumah pembatik yang sederhana. Rumah yang sarat dengan arsitektur Jawa 
dalam kondisi bercampur menjadi satu dengan tempat produksi batik, 
gudang, toko, dan tempat tinggal, sehingga terlihat kurang tertata. 
Laweyan adalah merupakan salah satu wilayah kelurahan dari 
sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Laweyan.  Kelurahan Laweyan, 
yang kini juga dikenal sebagai “Kampoeng Batik” Laweyan mempunyai luas 
wilayah 24,8 hektar dengan batas wilayah: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pajang Surakarta. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bumi Surakarta 
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sondakan Surakarta 
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gentan Sukoharjo. 
  
Dari luas wilayah Kelurahan Laweyan tersebut di atas, terbagi 
menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT). Berikut ini 
pembagian wilayah dan nama-nama pengurus RT/RW yang ada di Kelurahan 
Laweyan Kota Surakarta. 
Tabel: 1 
Pembagian Wilayah RT/RW dan Nama Ketua RT/RW Kelurahan Laweyan 
 
No RT/RW Nama Ketua RT/ RW 
1 RW I Winarno Saputro 
 RT 01/RW I Suyadi 
 RT 02/RW I Drs. Agung Purnomo 
 RT 03/RW I Taufik Kristianto 
 RT 04/RW I Purnomo Adi Sulistiyo 
2 RW II Ir. Budi Susilo 
 RT 01/RW II Darul Muchasin 
 RT 02/RW II Sutanto 
 RT 03/RW II H. Rosidi 
3 RW III Kusaini 
 RT 01/RW III Purwanto 
 RT 02/RW III Drs. Zul Fikar 
 RT 03/RW III Drs. Sugianto 
Sumber: Data Pengurus RT/RW Kelurahan Laweyan Tahun 2008 
 
Sementara itu Kelurahan Laweyan mimiliki jumlah penduduk 
sebanyak: 2.561 jiwa, yang terdiri dari 1.200 laki-laki dan 1.361 perempuan. 
Jumlah tersebut  bila dilihat dari tingkat pendidikan  dan jenis agama adalah 
sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabel: 2 
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah  
1 Akademi/Perguruan Tinggi 385 orang 
2 SLTA 406 orang 
3 SLTP 435 orang 
4 Tamat SD 443 orang 
5 Belum/tidak tamat SD 892 orang 
 Jumlah  2.561 orang 
Sumber: Monografi Kelurahan Laweyan Tahun 2008 
 
 
Tabel: 3 
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Agama 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah  
1 Islam 2.398 orang 
2 Kristen 85 orang 
3 Protestan 70 orang 
4 Hindhu 5 orang 
5 Budha 3 orang 
Sumber: Monografi Kelurahan Laweyan Tahun 2008 
Sementara bila dilihat jenis mata pencaharian penduduk Laweyan, 
sebagaimana tersebut dalam tebel di bawah ini: 
Tabel: 4 
Distribusi Mata Pencaharian Menurut Jenis Pekerjaan 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Orang 
1 Pengusaha 60 orang  
2 Buruh industri 200 orang 
3 Buruh bangunan 150 orang 
4 Pedagang 27 orang 
5 Pengangkutan 75 orang 
6 PNS/TNI/Polri 20 orang 
7 Pensiunan 28 orang 
8 Lain-lain 1.111 orang 
 Jumlah 1.671 orang 
Sumber data: Monografi Kelurahan Laweyan Tahun 2008. 
  
Dari sebanyak 60 orang pengusaha tersebut berdasarkan penelitian: 
40 orang adalah merupakan penghusaha batik dan sisanya 20 orang 
pengusaha lainnya. Nama-nama pengusaha batik sebagaimana tersebut di 
bawah ini: 
Tabel: 5 
Nama-Nama Perusahaan ”Batik di Kampoeng” Batik Laweyan  
Kota Surakarta 
 
No Nama Perusahaan Jenis Produk 
1 Drs. H. Sugiyanto Batik Nugraha Industri  Dan Show 
Room Batik Lukis Zebra 
2 Nur M. Amin Rusdy, SH Batik Tjahaya Baru Show Room 
3 Ir. H. Alfa Febella, Mt Batik Mahkota 
Industri Batik Dan Show 
Room Batik Abstrak 
4 Santosa Batik Santika Show Room 
5 Rosidi                                  Batik Farhan Konveksi 
6 Ade Roma Batik Doyohadi Show Room 
7 Ayyu’ Laweyan Art Handy Craft Batik 
8 H. Achmad Sulaiman 
Batik Puspa 
Kencana 
Industri Dan Show Room 
Cap, Tulis Printing & 
Batik Kaftan 
9 Rochyani Noer Batik Surya Pelangi Industri & Batik Lukis 
10 Kadi Batik Ivy Show Room 
11 Dewi Laraswati Dewi Collection 
Konveksi Kebaya & 
Payet 
12 Dhani Arifmawan Batik Cempaka Industri Dan Show 
Room. 
13 Gunawan Apri 
Batik Gunawan 
Design 
Industri Dan Show Room 
(Pesanan & Modeste) 
14 Didik                                   Batik Aa1 Industri  
15 Ibu Karni Batik Amelia 
Industri Batik Cap & 
Tulis. 
16 Sarjono Batik Gress Tenan Industri Dan Show Room 
17 Agus Triwarso Batik Sidoluhur Show Room 
18 Ibu Fatimah 
Batik Anna 
Collection 
Show Room 
19 H. Raharjo Batik Candi Kencana 
Show Room 
20 Wanto Batik Multi Sari Industri Bahan, Batik Cap & Tulis 
  
21 H. Ismail Batik Merak Ati Industri Dan Show Room &Kaos Batik 
22 H. Agus Triyatno Batik Adityan  
Industri Dan Show Room 
Bahan & Barang Jadi 
23 H. Bambang S, S.Sos Batik Merak Manis Industri Dan Show Room 
24 Harry Hadi 
Batik 
Cokrosumarto 
Industri Dan Show Room 
Batik Cap, Tulis, 
Printing, Pakaian Jadi 
&Taplak  
25 
Oktariana Mustikarini, 
SE.  
Batik Mustika Dan 
Tenun Sps 
Industri Tenun Dan Show 
Room Batik 
26 Gunawan Muh. Nizar  Batik Putra 
Laweyan 
Industri Dan Show Room 
Batik Cap, Tulis & 
Pakaian Jadi 
27 H. Saud Efendi Batik Saud Efendi Industri Dan Show Room 
28 Hj. Purworaharjo          Batik Ibu Industri  & Bahan  
29 Eni Rusmarin Batik Marin Modiste 
Konveksi Dan Show 
Room. Bahan/ Pesanan 
30 Hetikus Bambang Batik Gentong Ayu Show Room 
31 Farid Amzat Batik Luar Biasa 
Industri Dan Show Room 
& Pakaian Jadi 
32 H. Subarjo                         
Batik Kencana 
Murni 
Show Room  
33 Taufik Tri Lutfianto 
Batik Mini Art &  
Catlea Batik 
&Payet 
Show Room, Batik Kayu 
& Pakaian  
34 H. Nasir Mabruri Batik Cahaya Putra 
Batik Cap & Kebaya 
Malaysia 
35 H. Cholil Muktar            Batik  Perca 
Industri & Show room 
Batik 
36 Purwanto Batik Putri Solo Konveksi 
37 Slamet Setya Budi Batik Lukis  Produksi Batik Lukis & 
Kipas Batik  
38 Amin Fariabi Batik Romansa Batik Furniture 
39 Herry Griya Batik Laweyan 
Industri & Showroom 
Batik 
40 Andy Batik Satrio Luhur 
Konfeksi & Showroom 
Batik 
 
Sumber data: Nama Perushaan Batik  di Kelurahan Laweyan Tahun 2008. 
 
 
 
 
 
  
 
2. Hasil Penelitian. 
a. Hasil Pengamatan dan Penelitian Dokumen.  
Keberadaan pengusaha batik yang kini ada di “Kampoeng” Batik 
Laweyan sejumlah 40 orang, dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 25 
pengusaha yang menghasilkan limbah industri karena melakukan proses 
industri dan sisanya 15 pengusaha tidak menghasilkan limbah karena hanya 
merupakan show room batik. Sementara dari 25 industri batik penghasil 
limbah tersebut terdapat 14 industri batik yang membuang limbah 
industrinya  langsung ke drainase umum (slokan) yang  bermuara ke sungai 
Kali Jenes / Kali Kabaran Laweyan, yang namanya sebagaimana tersebut 
di bawah ini: 
Tabel: 6 
Nama-Nama Perusahaan Batik di Kampoeng Batik Laweyan  
Yang Tidak Memiliki Unit Pengolahan Limbah Industri 
 
NO PERUSAHAAN  ALAMAT IPAL 
1 Batik Nugraha Jl. Sidoluhur No. 78 Laweyan Tidak ada 
2 Batik Ivy JL.Sidoluhur No.10 Laweyan Tidak ada 
3 Batik Aa1 Setono Rt 02/ II Laweyan-  Tidak ada 
4 Batik Multi Sari Sayangan Wetan Laweyan Tidak ada 
5 Batik Merak Manis Jl.Sidoluhur 29 Laweyan Tidak ada 
6 Batik Mustika & Tenun  Jl. Sidoluhur No.14 Laweyan Tidak ada 
7 Batik Putra Laweyan Jl.Sidoluhur 6 Laweyan Tidak ada 
8 Batik Saud Efendi Laweyan 6 Rt.02/V  Tidak ada 
9 Batik Ibu Jl.Nitik Laweyan Solo  Tidak ada 
10 Batik Luar Biasa Klaseman 296 kel. Laweyan  Tidak ada 
11 Batik Cahaya Putra Jl.Sidoluhur 4 Laweyan Tidak ada 
12 Batik Lukis  Setono Rt 02/II Laweyan Tidak ada 
13 Batik Romansa Setono Rt.01/II Laweyan Tidak ada 
14 Griya Batik Laweyan Jl. Sidoluhur No. 9 Laweyan Tidak ada 
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan  
  
Sementara itu sisanya 11 industri batik telah memiliki Instalasi 
Pembuangan Limbah Industri Komunal karena adanya bantuan dari 
Kementrian Lingkungan Hidup Jakarta yang bekerja sama dengan Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Kesebelas industri yang memperolah 
bantuan IPAL Komunal tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel: 7 
Nam-Nama Perusahaan Batik di Kampoeng Batik Laweyan  
Yang Membuang Limbang Ke IPAL Komunal 
 
NO PERUSAHAAN  ALAMAT IPAL 
1 Batik Mahkota Sayangan kulon No 9 Laweyan Komunal  
2 Batik Puspa Kencana Jl. Sidoluhur No 75. Laweyan Komunal  
3 Batik Surya Pelangi Jl. Sidoluhur No 69. Laweyan Komunal 
4 Batik Cempaka Setono No 22. Laweyan Komunal  
5 
Batik Gunawan 
Design Setono No 22. Laweyan 
Komunal 
6 Batik Gunawan Sentono Laweyan Komunal 
7 Batik Amelia Setono Rt 02/II Laweyan Komunal  
8 Batik Gress Tenan Setono Rt 02/II. Laweyan Komunal 
9 Batik Merak Ati Jl.Sidoluhur 32 Laweyan Komunal 
10 Batik Adityan  Jl.Sidoluhur 29 Laweyan Komunal  
11 Batik Cokrosumarto Jl.Rajiman 523 Laweyan Komunal 
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan  
Kesebelas industri yang telah memiliki Instalasi Pengolahan 
Limbah komunal, ternyata ada sebanyak 2 industri batik yang mentaati 
ketentuan prosedur pembuatan limbah, yang “dileremkan” pada bak-bak 
atau skah-skah  dalam satu malam sebelum dibuang ke IPAL Komunal. 
Sementara sisanya 9 industri tidak mentaati prosedur, membuang limbah 
industri tanpa melalui proses “lereman” dan langusung di gelontorkan ke 
Instalasi Limbah komunal. 
  
Selanjutnya, terkait dengan kepemilikan Dokumen Lingkungan 
(UPL-UKL) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 
2006 bagi kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan diperoleh 
nama-nama perusahaan batik yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan 
seperti tersebut di bawah ini: 
Tabel: 8 
Nama-Nama Perusahaan Batik di Kampoeng Batik Laweyan  
Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan (UPL-UKL) 
 
NO PERUSAHAAN  ALAMAT 
DOKUMEN 
LH 
1 Batik Nugraha Jl. Sidoluhur No. 78 Laweyan-Solo  Tidak ada 
2 Batik Mahkota Sayangan kulon no 9 Laweyan-Solo  Tidak ada 
3 Laweyan Art Jl.triga negeri No.18 Laweyan-Solo  Tidak ada 
4 Batik Puspa Kencana Jl. Sidoluhur No 75. Laweyan-Solo  Tidak ada 
5 Batik Surya Pelangi Jl. Sidoluhur No 69. Laweyan-Solo  Tidak ada 
6 Batik Cempaka Setono No 22. Laweyan-Solo  Tidak ada 
7 Batik Gunawan Design Setono Rt 02/II. No 28 Laweyan-Solo  Tidak ada 
8 Batik Aa1 Setono Rt 02/ II Laweyan-Solo  Tidak ada 
9 Batik Amelia Setono Rt 02/II Laweyan-solo  Tidak ada 
10 Batik Gress Tenan Setono Rt 02/II. Laweyan-Solo  Tidak ada 
11 Batik Gunawan Jl. Sentono Laweyan Solo Tidak ada  
12 Batik Multi Sari Sayangan Wetan Laweyan-Solo  Tidak ada 
13 Batik Merak Ati Jl.Nitik 5 Rt 01/I Laweyan-solo  Tidak ada 
14 Batik Adityan  Jl.Sidoluhur 32 Laweyan-Solo  Tidak ada 
15 Batik Merak Manis Jl.Sidoluhur 29 Laweyan-Solo  Tidak ada 
16 Batik Cokrosumarto Jl.Rajiman 523 Laweyan-Solo  Tidak ada 
17 Batik Mustika & Tenun Sps Jl. Sidoluhur no.14 Laweyan-Solo Tidak ada 
18 Batik Putra Laweyan Jl.Sidoluhur 6 Laweyan-Solo  Tidak ada 
19 Batik Saud Efendi Jagalan Laweyan 6 Rt.02/V Solo  Tidak ada 
20 Batik Ibu Jl.Nitik Laweyan Solo  Tidak ada 
21 Batik Luar Biasa Klaseman 296 kel. Laweyan Solo.  Tidak ada 
22 Batik Cahaya Putra Jl.Sidoluhur 4 RT 01/ I. Laweyan-Solo  Tidak ada 
23 Batik  Perca Jl. Tiga negeri no 10 (B)  Tidak ada 
24 Batik Lukis  Setono Rt 02/II Laweyan-Solo.  Tidak ada 
25 Griya Batik Laweyan Jl. Sidoluhur No. 9 Laweyan Tidak ada 
Catatan:   Data diolah dari hasil penelitian lapangan yang didasarkan         
pada data pengusaha batik  yang terdaftar pada Kelurahan 
Laweyan dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 
2007. 
 
  
Berdasarkan pengamatan bahwa industri batik di Laweyan 
mayoritas melakukan pembuangan limbah industri batik langsung ke 
drainase umum tanpa melalui proses pengolahan pada instalasi limbah dan 
itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejalan lamanya proses 
pembuangan limbah industri tersebut, berngaruh terhadap kondisi kualitas 
lingkungan di wilayah “Kampoeng Batik” Laweyan. Dari hasil pengamatan 
peneliti menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan Laweyan cukup 
memprehatinkan.  
Kondisi itu tergambar pada warna dan kualitas air yang mengalir di  
slokan dan Kali Jenes/Kali Kabanaran di wilayah Laweyan, yang terlihat 
hitam pekat dan menimbulkan bau yang menyengat dan tidak sedap. 
Disamping itu sumur-sumur milik penduduk, terlihat airnya berubah 
menjadi keruh, berbau  dan mencul busa putih. Menurut  keterangan 
penduduk, air sumur disepanjang Kali Jenes/Kali Kabanaran, kini sudah 
tidak layak untuk diminum.  
Air sumur yang beberapa tahun yang lalu menjadi sumber 
kehidupan karena sebagai  sumber pemenuhan kebutuhan akan air bersih 
untuk kepentingan mandi, cuci dan minum, sampai penilitian dilakuan air 
sumur warga laweyan tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat setempat. Menurut keterangan 
warga yang diperoleh peneliti air sumur selain berubah warna dan 
  
menimbulkan bau yang tidak sedap juga menimbulkan gatal-gatal bila 
digunakan untuk mandi.  
Kondisi tersebut dibenarkan oleh keterangan oleh Sarsito warga 
Kampung Kidul Pasar RT 04/RW I kepada peniliti. Sarsito menjelaskan 
kepada peneliti bahwa telah terjadi pencemaran air sumur di wilayahnya 
oleh limbah industri batik. Limbah yang dihasilkan pabrik batik printing 
Merak Manis diduga kuat oleh warga telah mencemari air sumur milik 
warga. Menurut Sarsito, setidaknya kini ada sebanyak enam sumur milik 
warga di RT 04/RW I Laweyan tercemari limbah pabrik batik.  Air sumur 
milik warga kini berubah menjadi kemerah-merahan, berbau dan tidak 
layak untuk diminum. Akibatnya kini warga masyarakat mengalami 
kesulitan untuk kebutuhan air bersih karena di rumah penduduk tidak 
memiliki instalasi air berih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kota Surakarta. 
Keterangan Sarsito bahwa pencemaran air sumur diduga kuat 
karena pembungan limbah industri batik, ada benarnya bila dikaitkan 
dengan data yang diperoleh peneliti. Berdasarkan hasil uji sampel yang 
dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada air di Kali 
Premulang / Jenes, bahwa tingkat pencemaran sudah melampui batas 
toleransi. Berdasarkan hasil uji sampel air yang ada disimpan pada Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang diperoleh peneliti bawa air pada 
Kali Jenes/Premulung berdasar penelitian, dinyatakan tidak layak untuk 
  
dikonsumsi akibat tingginya pencemaran pengolahan industri batik, yang 
telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Hasil penelitian fisik 
menyebutkan, bahwa dari segi warna, air tak lagi bening dan sedikit 
lengket. Selain itu, juga berbau amis dan sedikit berbau besi. Jika 
diendapkan lebih tiga hari, di sekitar air akan muncul lumut berwarna 
hijau. 
Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dari hasil kerja sama 
penelitian Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan Pusata 
Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNS, diperoleh kesimpulan bahwa 
air di beberapa sumur penduduk disekitar Kali Jenes / Kabanaran yang 
dijadikan sampel menunjukkan adanya sejumlah kandungan yang melebihi 
baku mutu seperti digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Kualitas Air. Menurut hasil penelitian, air tanah di kawasan 
sepanjang Kali Jenes/Kabanaran pencemaran sumur akibat dari limbah 
Demand Oxigen (DO) dan COD (Chemical Oxigen Demand) sudah di atas 
ambang baku mutu.  
Pencemaran itu menurut keterangan yang diperoleh peneliti 
karena para pemilik industri batik mengalirkan limbah industri tanpa 
diproses terlebih dahulu di  Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).  Ketidak 
adanya pemilikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) sebagaimana yang 
harus dimuat dalam Dokumen Lingkungan berupa Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UPL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), 
  
menyebabkan  para pelaku industri batik hanya menggelontor limbah 
cairnya masuk ke drainase umum tanpa dinetralkan  terlebih duhulu 
melalui unit pengolah limbah (IPAL).  
Padahal bila dilihat dari volume produksi dan limbah yang 
dihasilkan sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Forum Pengembangan 
Kampoeng Batik Laweyan, Alfa Fabella Priyatmono, mencapai rata-rata 
produksi 400 m/hari/perajin dengan air limbah sekitar 100 m3. Bila 
diasumsikan separo dari industri batik yang tidak memiliki Instalasi 
Pengolahan Limbah (IPAL), maka setidaknya tidak kurang 50 M3 per hari 
limbah industri batik digelontorkan langsung ke drainase umum atau Kali 
Jenes/Premulung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.  
Tindakan pembuangan limbah industri batik oleh para pengusaha 
batik sampai berakhirnya penelitian masih terus terjadi. Akibatnya 
pencemaran yang ditanggung Kali Jenes / Kali Kabaran semakin tinggi. 
Sebagai dampak terhadap proses produksi pembatikan yang meliputi 
persiapan, pelekatan lilin, pewarnaan, pelorodan dan pencucian yang 
menunjukkan bahwa hampir di semua tahapan proses menimbulkan limbah 
industri yang tidak ramah terhadap lingkungan. 
Dalam upaya pengendalian pencemaran air di Kampung Batik 
Laweyan Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki dasar hukum Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.  
Disamping itu, juga ada beberapa peraturan daerah yang secara langusung 
  
maupun tidak langsung mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup 
yakni: (1) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 25 Tahun 
1981 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, (2) Peraturan Daerah 
Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum 
Tata Ruang Daerah Tingkat II Surakarta 1993-2013, (3) Peraturan Daerah 
Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1995  tentang Rencana Tata 
Ruang Hijau Kotamadya Daerah Tingkat II  Surakarta dan   (4) Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 
Disamping adanya beberapa ketentuan Perda tersebut, Pemerintah 
Kota Surakarta telah mengadakan kerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH ) Jakarta, Badan Pengelolaan dan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Hidup (Bappedal) Propinsi Jawa Tengah, dan Forum 
Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, yang didukung oleh Deutche 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, sebagai 
kerjasama teknis Program Lingkungan Hidup Indonesia Jerman (Pro LH). 
Program ini mengintegrasikan dua pendekatan yaitu pendekatan produksi 
bersih dan pengelolaan air limbah dengan penerapan produksi bersih 
dilakukan dengan pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan.  Program 
tersebut dengan melakukan pelatihan tata kelola yang baik dan pelatihan 
penggunaan bahan kimia dengan didampingi konsultan dari GTZ terhadap 3 
  
Industri Kecil Menengah (IKM) yang dijadikan percontohan yang 
diharapkan dari  3 IKM tersebut dapat memberi contoh dari pelatihan kepada 
IKM lain di Kampng Batik Laweyan.  
Dari hasil penerapan produksi bersih, diharapkan volume dan 
kandungan zat pencemar pada air limbah dapat ditekan. Hingga penelitian ini 
diakhiri terdapat 11 IKM batik yang telah menyetujui dengan membuat surat 
pernyataan kesediaan menerapkan produksi bersih dan pengendalian 
pencemaran air. Limbah dari 11 IKM batik tersebut dikelola dengan 
menggunakan instalasi pengelola air limbah (IPAL) komunal. Limbah sisa 
produksi batik dikelola dengan menggunakan teknologi IPAL Decentralized 
Wastewater Treatment System (DEWATS). 
Melalui teknologi IPAL DEWATS air hasil pengolahan akan 
dialirkan menuju sungai Kabanaran/Premulung yang diharapkan dapat 
mengurangi beban pencemar pada air limbah sebesar 50 %.  Sebelum 
dialirkan bebas, air limbah perlu lebih dahulu diuji kualitasnya. Pengujian 
terhadap mutu dan kualitas dari air limbah IKM batik dilakukan dengan 
mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.  
Namun berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada air limbah 
dapat dibuktikan air limbah hasil pengolahan pada IPAL Laweyan masih 
melampaui baku mutu yang disyaratkan dalam Perda Jawa Tengah Nomor 10 
  
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air dan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup.  
Hasil penelitian tersebut, diperkuat oleh pengamatan peneliti di 
lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Komunal di RW I Kelurahan Laweyan, 
menunjukkan air yang akan di buang ke Kali Jenes/Kali Kabanaran masih 
berwarna keruh dan berbau. Setelah di telusuri di dapat penjelasan karena 
limbah industri yang dibuang ke IPAL komunal adalah limbah segar tanpa 
proses “pelereman” pada bak/skah di masing-masing pengusaha 
sebagaimana ketentuan yang disepakati dalam pengelolaan dan operasional 
IPAL komunal. 
Kebijakan kerjasama pembinaan pengendalian pencemaran air dan 
Program Produksi Bersih antara Kementerian Lingkungan Hidup RI, GTZ 
Pro LH Jerman, Bappedal Propinsi Jawa Tengah, dan Forum Pengembangan 
Kampoeng Batik Laweyan pada sentra industri batik laweyan sebagai  
kawasan wisata budaya dan perekonomian adalah merupakan kombinasi 
antara kegiatan  permukiman, perekonomian, industri, pariwisata dan 
pelestarian sosial budaya. Kebijakan itu bertujuan untuk: (1) menciptakan 
kualitas ruang yang bersih, rapi, sehat, dan indah dan  (2) meningkatkan 
kemampuan sumberdaya manusia terutama para pelaku usaha dan/atau 
kegiatan batik untuk melakukan pengelolaan lingkungannya dengan transfer 
teknologi (melalui kursus dan pelatihan serta pembinaannya dalam praktek 
dilapangan). Sekaligus untuk mempersiapkan kemampuan pengusaha dalam 
  
menghadapi persaingan perdagangan bebas dan penerapan ekolabeling bagi 
industri tekstil pada tahun 2010. Dengan demikian aktifitas perekonomian 
(termasuk  industri kerajinan batik) yang ada dikembangkan dengan cara 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada  usaha dan/atau 
kegiatan untuk beraktifitas.   
Tindak lanjut dari bentuk kerja sama pengelolaan lingkungan di 
Laweyan tersebut dilakukannya berbagai kegiatan antara lain: (1) Sosialisasi 
dan pelatihan  manajemen perusahaan dengan Pembinaan produksi bersih 
(Good house keeping, Eko efisiensi and cost management, minimize non 
product out put / Industrial eficiency and polution control, pengelolaan 
bahan kimia dan pengelolaan biaya yang berorientasi lingkungan). (2) 
Mengefisienkan penggunaan sumberdaya air, zat warna yang berlebih / 
bersisa dan  tenaga / sumber penggerak yang digunakan. Dan (3) Pengenalan 
dan penerapan IPAL termasuk operasional dan  pemeliharaannya. 
(pembuatan Ipal bersama / komunal).  
Hasil dari kegiatan tersebut kini Pemerintah Kota Surakarta telah 
memiliki: dokumen perencanaan kawasan (grand design laweyan), 
terbangun IPAL batik laweyan secara terpadu / komunal bagi sebelas industri 
batik di Laweyan dan terbentuknya Pengurus pengelolaan IPAL Komunal, 
yang anggotanya terdiri dari para pengusaha batik Laweyan. 
 
 
  
b. Hasil Wawancara. 
1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengusaha batik tidak 
mentaati ketentuan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 
Untuk mengetahui presepsi masyarakat atas rumusan masalah 
pertama dalam penelitian yakni: faktor-faktor apa yang menyebabkan 
pengusaha batik tidak mentaati ketentuan sanksi administrasi dalam 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup, maka peneliti melakukan wawancara dengan 
masyarakat, pengusaha batik, Ketua RT/RW dan Kepala Kelurahan 
Laweyan. 
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan dari 
responden sebagaimana terurai di bawah ini:   
a) Susanto, warga di RT 04/RW I Laweyan menjelaskan bahwa: 
Sudah bertahun-tahun, limbah industri batik dibuang  slokan 
langsung. Para pengusaha tidak peduli setiap ada protes terkait 
dengan limbah. Padahal limbah yang dibuang ke slokan atau sungai 
itu mencemari sungai dan sumur penduduk di sekitar. Para pengusaha 
batik itu tidak peduli  dengan keluhan masyarakat sekeliling seperti 
saya ini karena saya ini hanya menjadi buruh jadi protespun tetap 
tidak diperhatikan. Yang dipikir adalah hanya keuntungan sebesar-
besarnya (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2007).  
  
 
b) Warno, Warga Rt 01/RW I Laweyan Surakarta. 
Masyarakat yang kini menghuni wilayah bibir Kali Jenes/Kali 
Kabanaran, saat ini sangat terganggu dengan air sungai yang berbau 
dan itu juga berpengaruh pada air sumur saya. Karena air sumur saya 
saat ini tidak bisa digunakan untuk memasak dan minum, karena 
setelah didiamkan beberapa jam akan berubah menjadi kuning dan 
berbau kecing. Itu karena disebabkan oleh pencemaran limbah 
industri batik Tifontek dan mungkin juga limbah industri batik 
Laweyan. (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2007).  
c) Widiarso, Koordinator Lapangan Forum Pengusaha Batik 
Laweyan/Pengurus LPMK menjelaskan: 
Bahwa pengusaha batik di Laweyan sebenarnya tidak memiliki 
kontribusi apa-apa pada lingkungan. Setiap ada keluhan masyarakat 
atas pencemaran selalu mencari kambing hitam. Oleh karenanya, agar 
para pengusaha bisa tertib dalam pembuangan limbah harus diambil 
tindakan tegas oleh aparat pemerintah. Jangan dibiarkan seperti 
sekarang sehingga membuat mereka bebas melakukan apa saja karena 
tidak ada tindakan pemerintah. Kesadaran pengusaha batik benar-
benar memprehatinkan karena ketentuan membuang limbah ke IPAL 
komunal yang harus “dileremkan” semalan di bak/skah sendiri 
sebelum di gelontorkan ke IPAL komunal saja tidak di taati apalagi 
  
disuruh membuat pengolahan limbah sendiri (Hasil wawancara 
tanggal 20 Juni 2007) 
d) H. Bambang. S,  pemilik batik Merak Manis di Jl. Sidoluhur Laweyan 
Surakarta yang memberikan keterangan kepada peneliti bahwa: 
Saya selaku pengusaha batik benar telah membuang limbah industri 
batik langsung ke drainase umum karena saya tidak memiliki 
Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Untuk membuat IPAL limbah 
batik, bagi saya selaku pengusaha batik sangat memberatkan karena 
biayanya cukup besar karena untuk membuat IPAL yang memenuhi 
standar setidaknya seorang pengusaha harus menyediakan dana 
sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. Bagi pengusaha batik, biaya yang 
sebesar itu sangat memberatkan dan akan menyebabkan biaya 
ekonomi tinggi yang akhirnya akan mematikan industri perbatikan di 
Laweyan. Terkait dengan masalah membuang limbah,  H. Bambang. 
S menjelaskan bahwa sejak saya membangun pabrik batik lebih dari 
sepuluh tahun lalu dan sejak dulu tidak pernah ada yang komplain 
adanya pencemaran. Maka saya heran kalau sekarang  mendengar ada 
keluhan adanya pencemaran sumur penduduk akibat pembuangan 
limbah batik. Sejak dulu saya dan semua pengusaha batik di Laweyan 
tidak pernah dikomplain atas limbah industri yang saya buang. 
Namun kenapa limbah batik yang saya buang langsung ke drainase 
umum atau kali sekarang dituding sebagai penyebab pencemaran 
  
sumur penduduk dan sungai Kali Jenes/Kali Kabaran di Laweyan 
(Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2007).  
e) Alfa Febella, Pemilik Industri Batik dan Show Room Batik Abstrak 
di  Sayangan Kulon Nomor  9 Laweyan Surakarta menjelaskan 
bahwa:  
Kebanyakan para pengusaha batik di Laweyan tidak memiliki lahan 
untuk pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Untuk 
kepentingan proses produksi saja para pengusaha menyatukan lahan 
dengan rumah tinggal. Para pengusha memahami akan pentingnya 
menjaga kualitas lingkungan, namun kami dihadapkan  pada kondisi 
yang delematis, satu sisi dihadapan ketidak tersediaan lahan yang 
memadahi untuk pembuatan Instalasi Pembuatan Limbah (IPAL) dan 
pada sisi lain produksi batik kami harus tetap berlangusung demi 
kelangsungan ekonomi kelurga dan karyawan. Sedangkan ketika 
ditanya atas kebiasaan masyarakat maka Alfa Febella menerangkan 
bahwa, membuang limbah langsung ke slokan atau sungai adalah 
pilihan yang dilakukan oleh pengusaha batik karena tidak mampunyai 
membuat unit pengolahan limbah. Disamping karena pertimbangan 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum keluarnya ketentuan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
(Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2007). 
  
f)   H. Achmad Sulaiman, pemilik Batik Puspa Kencana sependapat 
dengan H. Bambang. S bahwa semua pengusaha batik sejak dulu 
membuang limbah batik ke slokan. Hal itu dilakukan karena sejak 
dulu tidak ada aturan yang mengharuskan pembuatan instalasi 
pengolahan limbah (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2007). 
g) Sarjono, pemilik Batik Gress Tenan menyatakan bahwa pengusaha 
batik tidak mampu bila harus menyiapkan pengolahan limbah dan 
saya kira tidak akan ada yang mau membuatnya karena sejak dulu 
mereka membuang limbah langsung ke sungai dan tidak ada 
keberatan dari masyarakat sekitar (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 
2007). 
h) Ismail, pemilik Batik Merak Ati, menyatakan bahwa sebelum ada 
Perda yang mengatur limbah industri batik, di Laweyan telah puluhan 
tahun praktik pembuangan limbah ke slokan dan tidak jadi masalah. 
Kalau sekarang pengusaha batik diminta membuat IPAL jelas akan 
memberatkan biaya produksi dan membuat daya saing lemah industri 
batik Laweyan (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2007).. 
i)    H. Cholil Muktar, pemilik Batik Perca, sependapat dengan Ismail 
bahwa keharusan pembuatan instalasi limbah jelas akan mematikan 
usaha karena selain mahal biaya pembuatan juga tidak tersedianya 
lahan yang memadahi (hasil wawancara tanggal 22 Juni 2007). 
  
j)   Slamet S. Budi, pemilik Batik Likis menyatakan bahwa pencemaran 
di laweyan belum tentu karena akibat limbah industri batik laweyan 
karena sejak dulu tidak ada yang komplain atas limbah batik dan baru 
sekarang aja masyarakat geger adanya pencemaran akibat limbah 
batik (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2007). 
k) Amin Fariabi, pemilik Batik Romansa yang menyatakan bahwa kalau 
pemerintah ingin menegakkan Perda terkait dengan lingkungan 
seharusnya juga memberikan bantuan kepada pengusaha batik. 
Pembuatan IPAL Komunal adalah contoh yang baik dan terus 
dikembangkan (Hasil wawancara tanggal 22 Juni 2007). 
l)   Drs. H. Sugiyanto Ketua Rt 03/Rw III Laweyan Surakarta/Pengurus 
LPMK, yang  memberi jawaban bahwa:  
Pengusaha batik Laweyan tidak mau membuat IPAL untuk mengolah 
limbah industrinya karena lebih disebabkan  bukan karena para 
pengusaha batik lebih mengejar keuntungan bisnis. Jadi bagi para 
pengusaha batik sangat kecil mau membuat unit pengolahan limbah 
karena biaya cukup mahal. Sedangkan atas pertanyaan kebiasaan 
membuang limbah industri H. Sugiyanto menjelaskan bahwa benar 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat pengusaha batik di Laweyan 
membuang limbah batik ke drainesa umum dan sungai. Kebiasaan 
sudah terjadi sejak industri batik berdiri. Dulu memang tidak pernah 
ada masalah dari masyarakat sekitar namun kini muncul masalah 
  
pembuangan limbah industri batik dipersoalkan sebagaian warga 
karena diduga telah mencemari lingkungan (hasil wawancara tanggal 
23 Juni 2007).  
m) Ir. Budi Susilo Ketua RW II/Pengurus LPMK, menyampaikan 
pendapatnya bahwa:  
Industri batik di Laweyan yang merupakan industri rumahan hingga 
kini belum ada satu pun yang mempunyai IPAL secara mandiri. Hal 
itu disebabkan pembangun IPAL membutuhkan biaya yang sangat 
besar.  Oleh karenanya, pembangunan IPAL terpadu (komunal) 
seperti bantuan dari Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta adaah  solusi yang bisa dijalankan 
karena model IPAL komunal biaya yang mereka keluarkan untuk 
mengelola limbah tidak begitu besar, sebab ditanggung bersama-
sama. Sementara atas pertanyaan kebiasaan masyarakat, Budi Susilo 
menerangkan kepada peneliti bahwa, benar bahwa pengusaha batik di 
Laweyan sejak dulu membuang limbahnya ke slokan umum yang 
bermuara ke Kali Jenes/Kali Kabanaran. Mereka rata-rata apriori atas 
dampak yang ditimbulkan. Dulu memang masyarakat belum 
memprotes karena tingkat pencemaran masih dalam batas toleransi. 
Namun sekarang sudah diatas batas tolerasi, maka wajar kalau 
masyarakat kini melakukan komplain seperti yang dilakukan oleh 
warga Kampung Kidul Pasar RT 04/RW I karena sumurnya tidak bisa 
  
lagi dugunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih  (hasil 
wawancara tanggal 23 Juni 2007). 
n) Sukaryono, SH, Kepala Kelurahan Laweyan menjelaskan bahwa:  
Pembuatan IPAL Komunal bagi pengusaha batik sebenarnya 
merupakan solusi yang tepat karena akan terjadi penghematan biaya 
(efisiensi). Namun dalam pelaksanaanya terkendala masalah teknis. 
Selain perseberan lokasi industri batik juga wilayah Laweyan hampir 
tidak memiliki ruang terbuka hijau. Tanahnya semua habis untuk 
pemukiman dan fasilitas umum seperti sekolah dan pemakanan. Oleh 
karenanya, pemanfaatan lahan yang habis untuk bangunan telah 
mengakibatkan tidak adanya wilayah resapan atas limbah industri 
batik sehingga menyebabkan pencemaran sumur penduduk dan Kali 
Jenes/Kali Kabanaran. Dan itu pula juga menyebabkan kesulitan para 
pengusaha batik tidak membangunan Instalasi Pengolahan Limbah. 
Sementara itu menjawab atas kebiasaan masyarakat, Sukaryono, SH 
menjelaskan pada peneliti bahwa ada dua kebiasaan negatif yang 
dimiliki oleh para pengusaha batik Laweyan. Pertama, budaya 
egoisme dan tidak pekanya pada lingkungan. Kedua budaya tersebut 
telah menjadikan sulitnya pera pengusaha batik untuk diajak 
kounikasi (Hasil wawancara tanggal 23 Juni 2007). 
 
  
2) Mengapa sanksi adminitrasi tidak diberikan terhadap pengusaha 
batik yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2006? 
Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor  12 
tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup 
Kota Surakarta, bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 
lingkungan hidup adalah menjadi tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup 
Kota Surakarta. Tugas pokok di bidang urusan lingkungan tersbut 
dijabarkan dalam fungsinya sebagai berikut:  
a) Perumusan Kebijakan Tahnis, pemberian bimbingan terhadap urusan 
lingkungan hidup. 
b) Memproses pengesahan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta upaya Pemantauan 
Lingkungan (UKL). 
c) Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
d) Pengamanan dan Pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Surakarta 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e) Pengurusan Tata usaha Kantor Lingkungan Hidup. 
  
f) Penyusunan Rencana program pngendalian, evaluasi dan pelaporan. 
g) Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. 
h) Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan. 
i) Penyelenggaraan Penyuluhan Lingkungan Hidup. 
Sementara itu berdasarkan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 
2006 Pasal 61, 62 dan 63 bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta atas nama Walikota Surakarta berwenang melakukan tindakan 
sanksi adminitrasi berupa: penjabutan ijin, penghentian/penutupan 
sementara kegiatan  dan pengenaan sanksi paksaan dengan penghentian 
mesin, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air 
limbah, melakukan pembongkaran dan melakukan penyitaa terhadap 
barang/alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.  
Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Walikota Surakarta 
Nomor  12 tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, maka 
peneliti untuk mengetahui persepsi atas rumusan masalah yang kedua 
yakni: mengapa sanksi adminitrasi tidak diberikan terhadap pengusaha 
batik yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2006, peneliti mengadakan wawancara dengan penegak Perda yang 
terdiri dari: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-
LH), Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah, Pejabat Struktural dan  
Kepala Kantor Lingkungan Kota Surakarta, yang secara yuridis diberikan 
  
kewenangan untuk  melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi 
adminitrasi. Hasil dari wawancara dengan para aparat penagak perda 
diperoleh jawaban  sebagaimana terdiskripsi di bawah ini: 
a) Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan/Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) Kota Surakarta, Ir. 
Sultan Nadjamuddin, M.Si memeberikan penjelasan bahwa: 
Saya selaku Pejabat Strukturan dan sekaligus sebagai Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH), tidak akan bisa 
bekerja dengan maksimal bila tidak didukung oleh anggaran yang 
cukup memadahi. Karena kegiatan pengawasan lingkungan tidak bisa 
dilakukan secara sporadis tetapi harus secara kontiunitas dan itu perlu 
dukungan anggaran yang besar. Selama ini kami Pejabat Pengawas 
Lingkungan tidak bisa bergerak karena tidak ada dukungan dana dari 
APBD Kota Surakarta. Kalau pun toh ada hanya sangat menim sekali 
dan itu hanya habis untuk kegiatan adminitrasi. Disamping 
keterbatasan dana, juga keterbatasan sumber daya manusia. Dengan 
cakupan wilayah pemantauan lingkungan yang cukup luas di 5 
wilayah kecamatan yakni: Jebres, Banjarsari, Pasarkliwon, Serengan 
dan Laweyan, tidak akan bisa optimal bila hanya didukung oleh 2 
orang PPNS LH dan 4 orang pejabat pengawas lingkungan. Jumlah 
itu menurut saya jelas tidak mencukupi (hasil wawancara tanggal 25 
Juni 2008).  
  
b) Ir. Djoko Susilo, Kasi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas 
Lingkungan, menerangkan bahwa: 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 belum bisa dilaksanakan karena masih 
terdapat banyak kendala. Selain karena keterbatasan dana dan sumber 
daya manusia sebagai pelaksana penagakan perda juga perda tersebut 
belum ada aturan pelaksanaanya. Mestinya, kalau Pemerintah Kota 
Surakarta benar-benar akan melaksanakan Perda Pengendalian 
Lingkungan, harus membuat aturan pelaksanaan dengan Surat 
Keputusan Walikota. Ketidak adanya aturan tersebut membuat aparat 
pelaksana sukar untuk mengambil tindakan hukum sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Perda (hasil wawancara tanggal 25 Juni 2008).  
c) Kasi Penegakan Hukum Lingkungan,  Mulyadi Ndandung K, SH 
menerangkan bahwa: 
Kasus pengaduan lingkungan sebenarnya di Kota Surakarta cukup 
banyak. Namun karena keterbatasan dana maka penanganan kasus 
pengaduan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Bila kasus-kasus 
lingkungan bisa dicarikan solusi dengan menyeluruh, maka 
Pemerintah Kota harus menyediakan dana yang cukup. Begitu pula 
dengan penyiapan sumber daya manusia, kini juga menjadi kendala 
karena di Kantor Lingkungan Kota Surakarta hanya memiliki sedikit 
personil yang  memiliki basis hukum lingkungan. Akibatnya, dalam 
menelaah atas kasus-kasus pengaduan lingkungan sering kurang 
  
tanggap karena keterbatasan pemahaman terhadap dinamika tindak 
pelanggaran lingkungan (hasil wawancara tanggal 26 Juni 2008).  
d) Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah, Susilo, S.Sos menerangkan 
bahwa pemberian sanksi pada pengusaha batik Laweyan yang 
membuang limbah industrinya, sampai kini belum bisa dilaksanakan 
walau pencemaran itu terus terjadi. Hal itu disebabkan karena 
keterbatasan sarana dan prasarana disamping ketersediaan dana yang 
memadahi. 
e) Kasi Perencanaan, Ir. Sucahyo yang menerangkan bahwa: 
Isi Perda Nomor 2 Tahun 2006 terlalu luas sehingga sulit dipahami 
masyarakat. Disamping luasnya cakupan materi yang diatur, Perda 
Lingkungan Hidup tersebut tidak aplikatif karena untuk 
melaksanakan Perda tersebut membutuhkan aturan pelaksanaan tidak 
kurang dari 18 Surat Keputusan Walikota. Oleh karenanya, sanksi 
adminitrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 belum bisa dilaksanakan oleh 
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta karena belum memiliki 
kelengkapan aturan pelaksanaan (hasil wawancara tanggal 30 Juni 
2008). 
f)  Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Supono, S.Sos 
menjelaskan bahwa: 
Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta memang telah dirumuskan 
dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006. Namun kebijakan dibidang 
  
lingkungan, secara jujur harus saya katakana bahwa belum 
mendapatkan prioritas karena secara politis tidak masuk agenda 
utama atas visi dan misi Walikota Surakarta. Akibatnya, 
implementasi sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 terhadap 
pengusaha batik di Laweyan sampai kini belum bisa diterapkan 
karena disebabkan oleh banyak pertimbangan. Tindakan yang 
dilakukan oleh Kantor Lingkungan Kota Surakarta terhadap para 
pengusaha batik yang tetap membuang limbahnya langsung tanpa 
diproses terlebih dahulu di unit pengolahan limbah, baru sebatas 
himbuan melalui penyuluhan-penyuluhan. Disamping tidak menjadi 
agenda utama Walikota, penegakan Perda Lingkungan juga 
dihadapkan dengan keterbatasan aparat penegak Perda Lingkungan 
dan keterbatasan alokasikan anggaran yang diberikan pada Kantor 
Lingkungan Kota Surakarta (hasil wawancara tanggal 30 Juni 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Berikut ini disajikan kekautan sumber daya manusia di Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta, menurut jenis pendidikan dan jabatan 
sebagai berikut: 
Tabel 8 
Data Kepegawaian Penurut Tingkat  Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Pegawai Jumlah 
1. S-2 3 orang 
2. Sarjana  16 orang 
3. Sarjana Muda 1 orang 
4. SLTA/D.I/D.II 7 orang 
5. SLTP 1 orang 
6. SD 2 orang 
 Jumlah 30 orang 
Sumber: Data Kepegawaian Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta Tahun 2008. 
 
Tabel 9 
Data Kepegawaian Menurut Spesialisasi Pendidikan 
 
No Jenis Pendidikan Pegawai Jumlah 
1. Magister Ilmu Lingkungan 1 orang 
2. Sarjana Hukum 3 orang 
3. Sarjana Non Hukum 16 orang 
4. SLTA/D.I/D.II 7 orang 
5. SLTP 1 orang 
6. SD 2 orang 
 Jumlah 30 orang 
Sumber: Data Kepegawaian Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta Tahun 2008. 
 
 
 
 
  
Selanjutnya, disajikan data pejabat struktural dan jumlah Pejabat 
Pengawas Lingkungan Daerah serta PPNS Lingkungan Hidup yang ada 
di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut: 
 
Tabel 10 
Pejabat Struktural/Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah 
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta  
 
No Nama NIP Gol Jabatan 
1 Supono, SSos 010 078 883 IV/b Kepala Kantor 
2 Suci Budiati, SH 010 221 229 III/d Kasubag Tata Usaha 
3 Ir. Syahari Sucahyo 010 231 873 III/d Kasi Perencanaan 
4 Ir. Bambang 
Wijayani, MSi                                     
500 105 911 III/c Kasi Pengembangan 
Kapasitas 
5 Ir. Sultan 
Nadjamuddin, M.Si 
380 057 497 III/c Kasi 
Penanggulangan, 
Pencemaran dan 
Kerusakan 
Lingkungan/PPNS 
6. Ir. Djoko Susilo 730 001 896 III/d Kasi Pemantauan dan 
Pemulihan Kualitas 
Lingkungan 
7. Mulyadi Ndandung 
K, SH 
500 061 588 III/d Kasi Penegakan 
Hukum Lingkungan 
Sumber: Data Kepegawaian Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta 
Tahun 2008. 
 
Tabel 11 
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Jabatan 
 
No Jenis Jabatan Jumlah 
1. Pejabat Struktural  7  orang 
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah  4  orang  
3. PPNS Lingkungan Hidup  2 orang 
4. Staf 17 orang 
Sumber: Data Kepegawaian Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta 
Tahun 2008. 
 
  
Selanjutnya dibawah ini disajikan data dukungan anggran dari 
APBD untuk Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut: 
Tabel 12 
Jenis Kegiatan dan distribusi Anggaran  
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2007 
 
No Nama Kegiatan Jml Anggaran 
1 Pemutakhiran Data Base HO Rp.   50.043.000 
2 Penanganan Kasus / Aduan Masyarakat Rp.   28.509.000 
3 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp.   23.066.000 
4 Pengelolaan Air Bawah Tanah Rp.     4.427.000 
5 Sosialisasi Demplot Sumur Resapan Rp.   84.500.000 
6 Penghijauan Kota Rp.   25.000.000 
7 Prokasih Rp.   67.736.000 
8 Pengadaan Bahan Reagent Rp.     2.500.000 
9 Pengadaan Alat dan Bahan Lab. Pemantau 
Pencemaran Air dan Udara 
Rp. 348.500.000 
10 Pengadaan Lab. Lingkungan (DAK) Rp. 300.000.000 
11 Pendampingan Lab. Lingkungan (DAK) Rp.   42.000.000 
12 Laboratorium Udara Rp.   10.942.000 
13 Pendataan Sumber-sumber Pencemaran Rp.   57.377.000 
14 Fasilitas Pembangunan Biogas IPAL Tahu di 
Mojosongo 
Rp.   25.218.000 
15 Fasilitas Penerapan Produksi Bersih dan 
Pengendalian Pencemaran Air UKM Batik 
Laweyan 
Rp.   15.177.000 
Sumber: Dokumen Prioritas Anggaran  Tahun 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 13 
Jenis Kegiatan dan distribusi Anggaran  
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2008 
 
No Nama Kegiatan Jml Anggaran 
1 Penilaian kota sehat/Adipura Rp.     27.309.000 
2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 
lingkungan LH 
Rp.     11.781.000 
3 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Rp.     88.875.000 
4 Penyusunan kebijakan pengendalian 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
Rp.     13.015.000 
5 Koordinasi penyusunan AMDAL Rp.   123.441.500 
6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengendalian lingkungan hidup 
Rp.     33.632.500 
7 Konservasi sumber daya air dan pengendalian 
kerusakan sumber-sumber air 
Rp.   167.670.000 
8 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air 
dan sumber-sumber air 
Rp. 
2.605.952.500 
9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 
Rp.    
390.203.750 
10 Peningkatan edukasi dan komunikasi 
masyarakat di bidang lingkungan 
Rp.    62.301.625 
11 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas 
industri 
Rp.   12.177.500 
12 Pemeliharaan Ruang Tata Hijau Rp.  505.469.000 
13 Intensifikasi dan eksistensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah 
Rp.    45.162.625 
Sumber: Dokumen Prioritas Anggaran  Tahun 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Pembahasan. 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha batik Laweyan tidak 
mentaati ketentuan sanksi adminitrasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 
2006. 
Keberadaan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi 
adminitrasi. Di dalam ketentuan sanksi adminitrasi diatur bagaiamana  
ketentuan dan tata cara pembuangan limbah industri, yang dimaksudkan 
untuk mengatur perilaku masyarakat khususnya para pengusaha yang 
mengahasilkan limbah dari proses industrinya, agar berperilaku tertib. Hal ini 
sesuai apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum sebagai 
rekayasa sosial dapat diperankan dan difungsikan untuk mewujudkan 
keadilan dan menciptakan keteraturan, ketertiban tanpa adanya diskriminasi. 
Peran dan fungsi hukum yang demikian mengharuskan pemahaman 
terhadap ketentuan pembuangan limbah sebagaimana diatur dalam Perda 
Nomor 2 Tahun 2006, tidak hanya dipahami secara sempit atas rumusan 
pasal-pasal yang mengatur pembuangan limbah, tetapi harus dipahamai 
secara luas. Karena menurut Robert B Siedman, seluruh kekuatan sosial, 
budaya, ekonomi dan politik selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk 
memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-
sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaanya. 
Dengan demikian, peran yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan 
  
pranata hukum itu merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor. 
Sehingga, pelaksanaan perda tidak saja dilakukan melalui perundang-
undangan dan memberdayakan aparat hukum tetapi juga budaya hukum 
masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum. Ini artinya bahwa 
hukum itu tidak berlaku otonom dan akan dipengaruhi oleh banyak faktor 
non hukum. Dari teori Robert B. Siedman tersebut setidaknya  dapat 
memberikan penjelasan fenomena atas ketidak-taatan para pengusaha batik 
atas pembuangan limbah industri batik di Laweyan. 
Ketidak taatan para pengusaha batik Laweyan dalam ketentuan 
pembuangan limbah sebagaimana yang dimanatkan oleh Perda Nomor 2 
Tahun 2006 berdasarkan penelitian tidak hanya ditentukan oleh faktor 
hukum. Atas pertanyaan peneliti mengapa pembuangan limbah industri terus 
digelontorkan tanpa melalui proses terlebih dahulu pada Instalasi Pengolahan 
Limbah (IPAL), diperoleh penjelasan penjelasan yang beragam antara 
keterangan pengusaha batik, masyarakat dan petugas kelurahan. 
Namun setelah dianalisa, dari perbedaan jawaban tersebut 
menunjukkan adanya korelasinya diantara faktor-faktor tersebut yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha batik dalam mentaati 
ketentuang pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor: 2 
Tahun 2006.  
Alasan pengusaha batik tidak mau mentaati atas ketentuan 
pembuangan limbah industri lebih dikarnakan: 
  
a. Faktor ekonomi.  
Dari hasil penelelitian diperoleh kesimpulan jawaban bahwa, 
ketidak taatan para pengusaha batik sesuai dengan ketentuan ambang 
batas mutu dikarenakan mahalnya biaya pembuatan Instalasi 
Pembuangan Limbah (IPAL). Jawaban mahalnya biaya pembuatan IPAL 
seperti yang dikatakan oleh  H. Bambang. S pemilik batik Merak Manis 
di Jl. Sidoluhur Laweyan Surakarta dan Alfa Febella, Pemilik Industri 
Batik dan Show Room Batik Abstrak di  Sayangan Kulon Nomor  9 
Laweyan.  
Akibatnya, ketentuan atas pemilikan Dokumen Lingkungan 
termasuk di dalamnya pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) 
bagi pengusaha batik di Laweyan masih rendah. Kenyataan itu didukung 
atas data peneltian bahwa dari 40 perusahaan batik di Laweyan yang 
menghasilkan limbah industri semuanya atau 100% tidak memiliki 
Dokumen Lingkungan (Unit Pemantauan Lingkungan dan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan)  sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.   
Sajian data tersebut juga diperkuat dari hasil peneliti atas 
kepemilikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), bahwa diperoleh data 
sebanyak 14 perusahaan atau 56% yang tidak memiliki Instalasi Limbah 
dan sisanya 11 perusahaan atau 44% yang memiliki limbah komunal 
berkat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Kemudian 
dari kesebelas industri batik tersebut, ternyata hanya ada sebanyak 2 
  
industri batik atau 18% yang mentaati ketentuan prosedur pembuatan 
limbah dan sisanya 9 industri batik atau 81% yang tidak mau mentaati 
ketentuan atas pembaungan limbah ke IPAL komunal. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Widiarso, 
Koordinator Lapangan Forum Pengusaha Batik Laweyan. 
 Ketentuan yang disepakati dalam pengelolaan IPAL komunal 
adalah setiap industri batik yang akan dibuang ke IPAL komunal harus  
“dileremkan” pada bak-bak atau skah-skah sendiri dalam satu malam 
sebelum dibuang ke IPAL Komunal. Namun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kendati para pengusaha telah diberikan bantuan oleh 
pemerintah namun mereka juga tetap tidak mau mentaati atas 
kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Akibatnya, uji mutu air pada 
IPAL yang akan dibuang ke sungai tetap masih melampai batas toleransi 
yang pada gilirannya melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2006 dan Perda 
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air. 
Sajian data tersebut, menurut analisis peniliti ada korelasinya 
dengan tidak dimilikinya Dokumen Lingkungan (UPL-UKL), termasuk 
Instalasi Pengolahan Limbah dan ketidak taatan atas kesepakatan 
pembuangan limbah pada IPAL komunal oleh para pengusaha batik 
dengan pemikiran atau alasan ekonomi. Karena pembuatan IPAL yang 
memenuhi standar sebagaimana yang dicontohkan oleh Kementrian 
Lingkungan Jakarta, pengusaha harus menyediakan dana sebesar 200 juta 
  
hingga 300 juta. Begitu juga dengan “pelereman” atas limbah yang akan 
di buang ke IPAL komunal, pengusaha harus membuat bak atau skah di 
lokasi industri sendiri, yang sudah tentu membutuhkan pengeluaran 
biaya. 
Pertimbangan ekonomi tersebut diperkuat lagi konsep 
pemikiran pengusaha yang selalu mempertimbangkan dan 
mengedepankan pembiayaan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya (orientasi keuntungan). Dan 
pembuatan IPAL dalan  konsep pemikiran pedagang/pengusaha batik 
adalah tidak menguntungkan secara ekonomi karena akan membebani 
biaya produksi. 
Padahal sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2006 Pasal 34 
dinyatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan suatu usaha 
dan/atau kegiatan, diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL dan/atau menyusun 
UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan Dokumen AMDAL , UPL-UKL yang telah ditetapkan menjadi 
persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan, 
ijin gangguan dan ijin usaha/operasional. 
b. Sikap dan perilaku pengusaha batik. 
Faktor tersebut bisa dilihat dari jawaban responden dari 
masyarakat, yang menyatakan bahwa ketidak-taatan para pengusaha batik 
  
atas ketentuan pembuangan limbah sebagaimana diatur dalam Perda 
Nomor 2 Tahun 2006, lebih dikarenakan sikap egois dan tidak peduli 
dengan lingkungan. Kesimpulan itu didasarkan pada hasil jawaban yang 
diberikan oleh pengusaha H. Bambang. S yang menyatakan keheranan 
atas keluhan masyarakat RW 04/I yang merasa tercemar sumurnya akibat 
limbah industri batik. 
Jawaban responden tersebut menunjukkan sikap apriori atas 
realitas lingkungan di sekitar, karena berdasarkan pengamatan peneliti 
bahwa di Laweyan khususnya di Rt 04/I sumur penduduk telah berubah 
warna dan berbau kecing bila didiamkan dalam beberapa jam. 
Sikap ketidak-pedulian atas kesehatan dan kualitas lingkungan  
juga diperkuat dari hasil jawaban 4 responden yakni: (1) Susanto, warga 
Rt 04/I Laweyan, (2) Warno, warga Rt 04/I Laweyan, (3) Widiarso, 
Koordinator Lapangan Forum Pengambangan “Kampoeng” Batik dan (4) 
Kepala Kelurahan Laweyan, Sukaryono, SH. Dari jawaban keempat 
responden tersebut, yang merupakan represtasi dari elemen masyarakat 
Laweyan semua sependapat atas sikap egoisme dari pengusaha batik 
sebagai bukti tidak memberikan apresiasi positip atas segala keluhan 
yang disampaikan oleh masyarakat dan justru sebaliknya malah mencari 
kambing hitam (lihat hasil wawancara dengan Susanto dan Widiarso). 
Ketidak pedulian pada lingkungan juga bisa dikorelasikan 
dengan bentuk bangunan rumah. Berdasarkan pengamatan di lokasi 
  
penelitian, bahwa semua rumah pengusaha batik semuanya berbentuk 
tertutup dengan tembok dan pagar yang tinggi sehingga tidak bisa diakses 
oleh pihak luar. Bentuk bangunan yang demikian menunjukkan bahwa 
para penghuninya tidak komunikatif dengan pihak luar sehingga timbul 
masalah komunikasi dalam setiap penyelesaian  tindak pelanggaran 
lingkungan sebagaimana yang terjadi antara Warga Rt 04/I Laweyan 
dengan Pengusaha Batik Merak Manis, H. Bambang Slameto.  
Dari hasil penelitian juga diperoleh jawaban atas ketidak taatan 
para pengusaha batik terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2006 khususnya 
dalam hal pemilikan Dokumen Lingkungan (UPL-UK) dan ketentuan 
pembuangan limbah, karena disebabkan faktor kebiasaan (budaya). 
Kesimpulan ini didasarkan atas jawaban yang diberikan oleh 
seluruh responen baik dari pengusaha batik, Ketua RT/RW, Pengurus 
Forum Pengembangan “Kampoeng” Batik Laweyan dan Kepala 
Kelurahan Laweyan. Dari seluruh responden menyatakan kepada peneliti 
bahwa pembuangan limbah telah terjadi bertahun-tahun sejak pabrik 
batik berdiri. Sejak dulu para pengusaha batik tidak pernah memikirkan 
apalagi membuat unit pengolahan limbah agar limbah yang dibuang ke 
drainase umum atau sungai sudah memenuhi ketentuan batas mutu yang 
dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan. Kebiasaan itu, kini terus 
berlangsung padahal daya dukung lingkungan kian terbatas sehingga 
  
pada akhirnya menimbulkan problema lingkungan seperti yang terjadi di 
Laweyan saat ini.  
c. Faktor teknis. 
Selain faktor-faktor tersebut diatas, ketidak ketaatan pengusaha 
batik atas pembuang limbah sesuai ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 
2007, juga dikarenakan faktor teknis. Artinya,  ketersediaan lahan yang 
terbatas juga menjadikan para pengusaha batik  tetap membuang limbah 
langusung ke slokan atau sungai. Sesuai standar pembuatan Instalasi 
Pengolahan Limbah, setidaknya para pengusaha harus menyediakan 
lahan sekitar  200 M2 hingga 300 M2.  
Dari hasil pengamatan fisik di lingkungan Laweyan, diperoleh 
data bahwa di “Kampoeng Batik” Laweyan tidak tersedia ketercukupan 
tanah untuk membuat Instalasi Pengolahan Limbah. Pengamatan peniliti 
tersebut juga dibenarkan oleh jawaban Kepala Kelurahan Laweyan, 
Sukaryono, SH bahwa wilayah Laweyan hampir tidak memiliki ruang 
terbuka hijau. Tanahnya semua habis untuk pemukiman dan fasilitas 
umum seperti sekolah dan pemakanan. Oleh karenanya, pemanfaatan 
lahan yang habis untuk bangunan selain mengakibatkan tidak adanya 
wilayah resapan atas limbah industri batik sehingga menyebabkan 
pencemaran sumur penduduk dan Kali Jenes/Kali Kabanaran, juga 
menyebabkan kesulitan para pengusaha batik tidak membangunan 
Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). IPAL komunal yang saat ini 
  
dibangun di “Kampoeng Batik” Laweyan oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup Jakarta menggunakan lahan bekas makan yang sudah tidak 
digunakan.    
Ketidak tersediaan lahan untuk Instalasi Pengolahan Limbah 
Industri, juga disampaikan oleh responden Gunawan April, Pemilik Batik 
Gunawan Design di Setono Rt 02/II Laweyan Surakarta. Dia 
menerangkan bahwa kebanyakan para pengusaha batik di Laweyan tidak 
memiliki lahan untuk pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). 
Untuk kepentingan proses produksi para pengusaha menyatukan lahan 
dengan rumah tinggal. Para pengusha memahami akan pentingnya 
menjaga kualitas lingkungan, tetapi kami pada satu sisi dihadapan 
ketidak sediaan lahan yang memadahi untuk pembuatan Instalasi 
Pembuatan Limbah (IPAL) dan pada sisi lain produksi batik kami harus 
tetap berlangusung demi ekonomi baik dalam arti ekonomi sendiri 
maupun ekonomi para karyawan. Oleh karenanya, model pembuatan 
limbah secara komunal (bersama) sebagaimana yang dibiaya oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian IPAL percontohan, 
merupakan pilihan  yang tepat dan efektif. 
Jawabab para responden tersebut diatas menunjukkan faktor 
teknis dalam arti ketersediaan lahan untuk pembuatan IPAL menjadi 
faktor yang ikut mempengaruhi atas keengganan masyarakat membuat 
  
unit pengolahan limbah sebagaimana diamanatkan oleh Perda Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.  
Berdasarkan diskripsi hasil penelitian tersebut di atas 
menunjukkan bahwa para pengusaha batik telah melakukan dua tindak 
pelanggaran atas ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup.  Pertama, pelanggaran tidak 
dimilikinya Dokumen Lingkungan (UPL - UKL) sebagaimana yang 
diamanatkan pasal 34 dan kedua, membuang limbah industri tanpa 
melalui proses pengolahan limbah sebagaimana di atur dalam pasal 57 
Perda Nomor 2 Tahun 2006.  
Tindak pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 tidak mampu mendisiplinkan pengusaha 
batik dalam pembuangan limbah industri. Perda yang diharapkan dapat 
sebagai sebagai alat rekayasa masyarakat termasuk para pengusaha batik 
agar dapat berperilaku secara tertib dalam hal pengelolaan lingkungan 
hidup. Hal ini sesuai dengan konsep dan pemikiran Satjipto Rahardjo, 
bahwa hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola 
kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan 
juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, 
menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, 
menciptakan pola-pola kelakuan baru.  
  
Pola perilakuan masyarakat yang membuang limbah langsung 
ke drainase umum (slokan dan sungai)  tanpa melalui proses  unit 
pengolah limbah (IPAL), adalah merupakan pola perilaku dan kebiasaan 
yang dipandang tidak sesuai lagi dengan norma ketertiban sebagaimana 
diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup.  Berdasarkan peraturan daerah 
tersebut, bertujuan untuk menciptakan pola-pola kelakuan baru bagi 
masayarakat dan pengusaha batik laweyan, agar berperilaku secara tertib 
dengan membuang limbah sesuai dengan ketentuan Perda. 
Ketidak tertiban para pengusaha sebagai sasaran pengaturan 
oleh hukum (Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup) membuktikan adanya keterpengruhan oleh faktor 
ekonomi, perilaku pribadi (budaya) dan teknis dalam arti ketersediaan 
lahan. Keterpengaruhan fator-faktor non hukum tersebut pada 
implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 membuktikan kebenaran teori 
yang dikemukakan oleh  sebagaimana dikatakan oleh Robert B Siedman, 
bahwa  seluruh kekuatan personal dan sosial  selalu ikut bekerja dalam 
setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, 
menerapkan sangsi-sangsinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-
lembaga pelaksanaanya. 
Oleh karenya perekayasaan sosial terhadap pengusaha batik 
Laweyan dengan hukum yang berupa Perda Nomor 2 Tahun 2006, kalau 
  
ingin sesuai yang diharapkan yakni berperilaku secara tertib dengan 
membuang limbah industri batik sesuai dengan ketentuan baku mutu air, 
maka petugas penegakan Perda dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup 
Kota Surakarta,  tidak bisa hanya mendasarkan atas ketentuan hukum 
sebagaimana yang tertuang dalam pasa-pasal di dalam peraturan daerah, 
karena hukum tidak hanya bisa dimaknai secara normatif tetapi juga 
dalam arti sosiologis. 
Pemahaman terhadap aspek yang lain dalam arti ekonomi, 
perilaku pengusaha (budaya) dan sosial harus juga menjadi pemikiran 
dalam mengimplementasi sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Sehingga Perda tersebut tidak 
hanya menjadi rumusan dalam pasal tetapi berlaku secara sosiologis, 
karena mampu menjadi alat rekayasa sosial masyarakat untuk 
menciptakan ketertiban dan keteraturan. 
 
2. Penyebab tidak diimplementasikan sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 
Tahun 2006 kepada pengusaha batik Laweyan. 
Mencari jawaban atas penyebab sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 
Tahun 2006 tidak diberikan kepada para pengusaha batik Laweyan, sesuai 
dengan teori yang penulis kemukakan pada Bab: II, maka bisa dikaji dari dua 
kajian yakni: 
 
  
a. Kajian Dari Prespektif Implementasi Kebijakan Publik. 
Kebijakan pengendalian lingkungan hidup di kota Surakarta, telah 
diformulasikan kedalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. Perda 
tersebut merupakan dasar hukum atas pilihan tindakan yang akan dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan dan pengendalian 
lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengaturan pembuangan limbah 
oleh para pengusaha batik Laweyan. Formulasi kebijakan itu akan 
bermakna dan tidak hanya menjadi catatan elit, bila Perda Nomor 2 Tahun 
2006 diimplementasikan sehingga dapat menjadi alat pengatur masyarakat 
dalam pengendalian lingkungan hidup di Surakarta. 
Menurut George C. Edwards ada empat faktor yang berpengaruh 
terhadap implementasi kebijakan yakni: (a) komunikasi (kejelasan petunjuk 
pelaksanaan), (b) sumber-sumber (staf dan dan uang), (c) kecenderungan-
kecenderungan (sikap pelaksana kebijakan), dan (d) struktur birokrasi 
(organisasi pelaksana kebijakan).  
Dari teori implementasi George C. Edwards tersebut, akan bisa 
penulis jadikan pisau analisis atas tidak jalannya sebuah kebijakan 
pengaturan pembuangan limbah industri batik di Laweyan berdasarkan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006. Bila kita korelasikan dengan keempat faktor 
tersebut, maka kebijakan pengaturan limbah industri harus didukung oleh  
kejelasan petunjuk pelaksanaan, dukungan staf dan anggaran, sikap 
pelaksana kebijakan, dan organisasi pelaksana kebijakan. 
  
Pemaknaannya adalah implementasi sanksi administrasi Perda 
Nomor 2 Tahun 2006 agar dapat dilaksanakan maka harus didukung oleh 
kejelasan petunjuk pelaksanaan dalam arti apakah pemberian sanksi 
adminitrasi bagi pengusaha batik laweyan telah menjadi  agenda prioritas 
Walikota Surakarta. Dari hasil penelitian, sebagaimana dikatakan Kepala 
Kantor Lingkungan kepada peneliti bahwa pemberian sanksi administrasi 
bagi pengusaha batik yang membuang limbah tidak sesuai ketentuan Perda 
Nomor 2 Tahun 2006 belum sesuai dengan jawaban Kepala Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Supono, S.Sos dinyatakan belum 
menjadi agenda penting Walikota Surakarta. Oleh karenanya, Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai pelaksana belum bisa 
mengimplementasi sanksi adminitrasi berupa pencabutan ijin kepada para 
pengusaha batik Laweyan. 
Tidak dimasukkan prioritas agenda kebijakan implementasi sanksi 
adminitrasi tersebut, juga dikarenakan pengalokasian anggaran 
penangangan kasus limbah industri batik Laweyan belum memadahi. Hal 
ini bisa dilihat dari hasil penelitian, bahwa untuk penanganan kasus 
pencemaran limbah di Laweyan, untuk dua tahun terakhir yakni tahun 2007 
dan 2008, Walikota Surakarta hanya mengalokasikan anggaran  untuk 
penanganan pencemaran limbah industri batik Laweyan sebesar               
Rp. 15.117.000,- sebagaimana tercantum pada tebel 12. 
  
Jumlah dana yang retaif sangat kecil, tentu tidak akan berarti dalam 
mengimplementasikan sebuah kebijakan. Apalagi kebijakan penindakan 
pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik, sangat membutuhkan 
dana yang cukup besar karena selain tindak pelanggaran lingkungan adalah 
permasalahan yang komplek juga membutuhkan penyelesaian yang 
kontinyu dan komprehensip. 
Sebagai pembanding dapat peneliti kemukakan bahwa keberhasilan 
Pemerintah Kota dalam mengimplementasi Perda PKL Nomor 8 Tahun 
1995, selain karena dimasukkannya penertiban PKL pada prioritas agenda 
kebijakan Walikota Surakarta, juga diberikan dukungan dana yang cukup 
besar. Keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penertiban 
PKL sebagaimana amanat dari Perda PKL untuk dua tahun terakhir yakni 
tahun 2007 dan 2008, karena Walikota Surakarta memberikan dukungan 
dana yang cukup besar yakni tidak kurang dari 9,76 milyar rupiah. Jumlah 
yang kontradiktif dan sangat jauh bila disebandingkan dengan jumlah dana 
yang disediakan oleh Walikota Surakarta untuk mengimplementasikan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 yang hanya sebesar 15,1 juta rupiah. 
Akibat ketidak-jelasan petunjuk pelaksanaan dan ketersediaan dana 
yang memadahi, maka berdampak pula atas sikap pelaksana Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai organisasi pelaksana kebijakan. 
Artinya, Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai organisasi 
kebijakan dalam pemberian sanksi adminitrasi, menjadi gamang dalam 
  
bersikap dan melakukan “pembiaran” tindak pencemaran terus terjadi. 
Sanksi adminitrasi yang seharusnya diberikan kepada pengusaha batik 
yang tetap membandel, justru tidak dilaksanakan karena tidak adanya 
perintah yang jelas dari Walikota Surakarta sebagai atasan. Dalam posisi 
yang demikian, Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta menjadi tidak 
“berdaya” menghadapi para pengusaha batik yang mencemari lingkungan. 
Dari kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mengapa sanksi 
administrasi tidak diberikan kepada pengusaha batik yang tetap membuang 
limbah industri ke slokan dan sungai, dilihat dari prespektif implementasi 
kebijakan publik, karena tidak sinerginya empat faktor yang dipersyaratkan 
oleh George C. Edwards yakni: komunikasi (kejelasan petunjuk 
pelaksanaan), sumber-sumber (staf dan dan uang), kecenderungan-
kecenderungan (sikap pelaksana kebijakan), dan struktur birokrasi 
(organisasi pelaksana kebijakan).  
Kesimpulan tersebut memberikan jastifikasi atas teori George C. 
Edwards, yang dalam bagan telah penulis kemukakan bahwa keempat 
faktor tersebut saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan sebuah 
implementasi kebijakan. 
b. Kajian Dari Prespektif Implementasi Hukum. 
Sesuai dengan teori penegakan hukum dalam arti juga implementasi 
sanksi adminitrasi Perda, menurut Soerjono Soekanto selain dipengaruhi 
oleh faktor masyarakat dan kebudayaannya juga dipengaruhi oleh faktor 
  
undang-undang (Perda), aparat penegak hukum dan faktor sarana atau 
fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
Faktor-faktor tersebut, akan dianalisis satu persatu sehingga dapat 
diperoleh jawaban atas permasalahan mengapa sanksi administrasi 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tidak diberikan kepada para 
pengusaha batik di Laweyan. Karena faktor masyarakat dan budaya telah 
penulis bahas pada pembahasan mengapa masyarakat tidak mentaati sanksi 
adminitrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana 
terdiskripsikan di atas, maka dalam kajian dari prespektif implemenmtasi 
hukum penulis hanya akan memfokuskan pada tiga faktor yakni: 
b. Faktor Undang-Undang  (Perda Nomor 2 Tahun 2006). 
Menurut Sorjono Soekanto, bahwa hukum yang baik selain harus 
adanya keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang juga harus 
adanya pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul melalui 
cara: mengundang masyarakat dalam pembahasan peraturan yang akan 
dibuat, mengundang organisasi tertentu untuk memberikan masukan, 
dengar pendapat dengan dewan dan pembentukan kelompok-kelompok 
penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli terkemuka.  
Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, maka undang-undang 
yang akan dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan normatif-yuridis 
tetapi juga memuhi persyaratan secara sosiologis. Karena hukum yang 
  
tidak bisa dilaksanakan secara sosiologis, hanya akan menjadi rumusan-
rumusan yang idieal dalam pasal-pasal tetapi tidak bermanfaat bagi 
pemerintah karena tidak dapat diimplementasikan. 
Dari hasil penelitian proses penyusunan Perda Nomor 2 Tahun 
2006, bahwa prosedur pemuatan Perda Nomor 2 Tahun 2006 sudah cukup 
baik. Hal ini didasarkan pada dokumen yang ada di Kantor Lingkungan 
Hidup Kota Surakarta, bahwa proses penyusunan Perda tersebut telah 
melibatkan masyarakat komunitas lingkungan/LSM Lingkungan, para 
steackholder lingkungan, dan dilengkapi dengan dokomuen kajian 
akademis dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta 
telah mendapatkan pembahasan dan pengesahan dari DPRD Kota 
Surakarta. Berarti prasyarat proses penyusunan Perda yang baik yang 
mengharuskan adanya keterbukaan dalam proses penyusunan sebagaimana 
yang dikatakan oleh Seorjono Soekanto telah terpenuhi.  
Dengan demikian dalam proses penyusunan dan pembahasan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 menurut peneliti telah cukup baik, karena telah 
memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk memberikan usul 
dan masukan selama proses formulasi norma-norma yang akan mengatur 
perilaku masyarakat kedalam Pasal-Pasal Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2006. 
Namun setelah diadakan penelitian atas keseluruhan isi Perda 
Nomor 2 Tahun 2006, yang terdiri dari XXII Bab dan 71 pasal, menurut 
  
peneliti terdapat kelemahan dari sisi operasional. Hal ini dikarenakan dari 
pasal-pasal yang bersifat pengaturan masih memerlukan aturan 
pelaksanaan. Berdasarkan inventarisasi peneliti, terdapat sejumlah 
rekomendasi ketentuan aturan pelaksanaan agar Perda Nomor 2 Tahun 
2006 dapat diimplementasikan yakni: 
Tabel 14 
Ketuan Pasal dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006 
 Yang Harus Dilengkapi Aturan Pelaksanaan 
 
No Pasal Ketentuan Aturan Pelaksaan yang diamanatkan  
1 Pasal 5 Penetapan rencana, program kegiatan 
kebijakan LH 
Peraturan Walikota 
2 Pasal 7 Kegiatan pencemaran air permukaan Peraturan Walikota 
berdasarkan UU 
3 Pasal 9 Pengelolaan limbah Peraturan Walikota 
4 Pasal 10 Pengelolaan air limbah dari kegiatan 
industri 
Peraturan Walikota 
5 Pasal 11 Kegiatan pencemaran tanah dan air 
tanah 
Peraturan Walikota 
6 Pasal 12 Pengelolaan limbah dengan cara 
aplikasi 
Peraturan Walikota 
7 Pasal 13 Kegiatan yang menyebabkan 
pencemaran udara 
Peraturan Walikota 
berdasarkan UU 
8 Pasal 16 Tempat dan waktu-waktu tertentu yang 
bebas pencemaran udara dan asap 
rokok 
Peraturan Walikota 
9 Pasal 17 Rekomendasi pengelolaan dan 
penggunaan B3 
Peraturan Walikota 
10 Pasal 19 Upaya penanggulangan pencemaran Peraturan Walikota 
11 Pasal 23 Upaya pemulihan pencemaran  Peraturan Walikota 
12 Pasal 26 Pengembangan ruang terbuka hijau Peraturan Walikota 
13 Pasal 27 Kreteria baku mutu lingkungan dan 
baku mutu kerusakan lingkungan 
Peraturan Walikota 
14 Pasal 28 Izin usaha pada tempat konsevasi Peraturan Walikota 
berdasarkan UU 
15 Pasal 30 Izin pemanfaatan air permukaan untuk 
komersial 
Peraturan Walikota 
16 Pasal 36 Komisi Penilaian AMDAL Peraturan Walikota 
17 Pasal 37 Panitia Pemeriksa UKL-UPL Peraturan Walikota 
  
18 Pasal 39 Pendelegasian kewenangan 
pengendalian lingkungan 
Peraturan Walikota 
19 Pasal 40 Kwajiban Pemerintah Daerah dalam 
pengendalian lingkungan 
Peraturan Walikota 
20 Pasal 47 Pelaksanaan pengawasan pengendalian 
lingkungan  
Peraturan Walikota 
21 Pasal 48 Pelaksanaan pemantuan lingkungan 
hidup 
Peraturan Walikota 
22 Pasal 52 Pengaturan tarif Tata cara perijinan 
kegiatan yang berdampak lingkungan 
Peraturan Walikota 
23 Pasal 60 Tata cara penyelesaian sengketa dan 
pembentukan lembaga penyedia jasa 
penyelesaian lingkungan 
Peraturan Walikota 
Sumber data: Hasil inventarisir peneliti atas Perda Nomor 2 Tahun 2006 
 
Berdasarkan invetarisasi tersebut di atas, berarti dari ketentuan 71 
Pasal yang ada pada Perda Nomor 2 Tahun 2006, ada sebanyak 23 Pasal  
yang masih membutuhkan aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan 
Walikota.  Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 23 aturan 
pelaksanaan yang diamanatkan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2006, sampai 
akhir penelitian berakhir, belum ada satu pun aturan pelaksanaan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta, termasuk aturan 
pelaksanaan kegiatan pencemaran air permukaan dan pengelolaan air 
limbah dari kegiatan industri sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 dan 
10. 
Data tersebut memperkuat hasil jawaban responden yang 
disampaikan oleh Kasi Perencanaan Ir. Sucahyo bahwa salah satu peyebab 
sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 belum bisa 
diimplementasikan karena belum adanya aturan pelaksanaan. 
  
Disamping kelemahan operasional, Perda Nomor 2 Tahun 2006 
bila dikaitkan dengan asas atau principles of legality dari Lon L. Fuller 
bahwa tidak terpenuhinya salah satu asas yang  mengharuskan ada 
kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-
hari. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa kendati sesuai 
ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2006, bahwa semua limbah industri yang 
akan di buang ke drainase umum dan sungai harus diproses melalui  
Instalasi Pengolahan Limbah agar memenuhi standar baku mutu,  namun 
pada realitas praktik pembuangan limbah tanpa melalui proses dan 
melampaui batas baku mutu limbah sampai penelitian berakhir terus 
terjadi. 
Hal ini disebabkan materi yang diatur oleh Perda Nomor 2 Tahun 
2006 khususnya terkait pembuangan limbah, merupakan materi yang 
kontraproduktif karena bertolak belakang dengan kebiasaan pengusaha 
yang sejak awal dan turun temurun tidak pernah melakukan proses 
pengolahan limbah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil wawancara 
yang diperoleh peneliti dari 4 responden para pengusaha batik dan seorang 
Ketua RT dan RW serta seorang pengurus Forum Pengembangan 
Pengusaha Batik Laweyan. Oleh karenanya, secara sosiologis Perda Nomor 
2 Tahun 2006 sulit diimplementasikan karena bertolak belakang dengan 
faktor kebiasaan masyarakat khususnya para pengusaha batik Laweyan.  
 
  
c. Faktor Aparat Penegak Peraturan Daerah. 
Berdasarkan penelitian diperolah data bahwa tidak diberikan 
sanksi adminitrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 bagi pengusaha batik 
Laweyan yang tidak mentaati atas ketentuan pembuangan limbah 
dikarenakan ada sikap “pembiaran” dari para penegak Perda baik itu yang 
berasal dari Pejabat Struktural, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan 
Hidup maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah Kota Surakarta. 
Sikap “pembiaran” atas tindak pencemaran lingkungan dari aparat 
penegak Perda tersebut seperti dari jawaban yang diberikan responden oleh 
responden Kasi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, Ir. Djoko Susilo, 
yang menyatakan kepada peneliti bahwa tidak diambilnya tindakan hukum 
(pemberian sanksi adminitrasi) karena belum adanya alasan belum adanya 
aturan pelaksanaan. Jawaban senada juga diberikan oleh responden Kepala 
Kantor Lingkungan Hidup, Supono, S. Sos yang menyatakan bahwa belum 
diterapkannya sanksi adminitrasi karena penanganan pencemaran 
lingkungan di Laweyan karena belum menjadi agenda prioritas Walikota 
Surakarta dan baru pada tahap himbauan. 
Dari jawabab dua responden tersebut, menunjukkan bahwa sikap 
aparat penagak Perda tidak memiliki komitmen yang tinggi atas 
pernindakan terhadap pelangaran lingkungan. Sikap dan komitmen yang 
lemah tersebut telah berdampak pula pada sikap dan perilu masyarakat 
  
pengusaha batik tidak mau mentaati atas ketentuan pembuangan limbah 
industri batik sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2006. 
Padahal sesusi dengan prespektif sosiologis, bahwa faktor  
komitmen dan integritas penegak hukum mempunyai peran yang 
siginifikan ketimbang substansi hukumnya. Seperti yang dikatakan oleh 
Taverne, sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignyosubroto yang 
menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi 
yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil 
yang dicapai pasti akan lebih baik. 
Pendapat Taverne tersebut bisa kita korelasikan dengan 
penegakan hukum bagi pengusaha batik Laweyan oleh Pejabat Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Karena tidak adanya upaya penegakan 
hukum yang sungguh-sungguh, maka praktik pencemaran sumur dan 
sungai oleh limbah industri batik kini terus terjadi dan tanpa ada tindakan 
hukum termasuk pemberian sanksi admintrasi berupa penjabutan ijin dan 
atau penghentian paksa mesin produksi. 
Sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam 
Pasal 61 ayat (3), bahwa sebelum  pemberian sanksi administrasi berupa 
penjabutan ijin dan atau penghentian paksa mesin produksi, aparat Penegak 
Perda (Pejabat Lingkungan Hidup) dapat memberikan Surat Tegoran 
Tertulis secara bertahap. Surat Tegoran Tertulis Pertama, dapat diberikan 
kepada penanggung jawab dalam waktu 30 hari untuk menghentikan 
  
pelanggaran. Bila belum diindahkan, maka Kepala Kantor Lingkungan 
Hidup atas nama Walikota Surakarta dapat memberikan Surat Tegoran 
Tertulis Kedua dalam waktu 30 hari untuk menghentikan pelanggaran. 
Apabila Surat Tegoran Tertulis Kedua belum diindahkan oleh penanggung 
jawab, diberikan Surat Tegoran Tertulis Ketiga dalam waktu 30 hari untuk 
menghentikan pelanggaran. Selanjutnya, bila Surat Tegoran Tertulis Ketiga 
belum diindahkan dan tetap membandel membuang limbah ke drainase 
umum atau sungai, maka diberikan sanksi  admintrasi berupa penjabutan 
ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Melihat prosedur penjatuhan sanksi adminitrasi bagi pelaku 
pencemaran lingkungan, sebenarnya Kepala Kantor Lingkungan Hidup 
atas nama Walikota Surakarta tanpa menunggu petunjuk pelaksanaan, 
dapat melaklukan Surat Tegoran Tertulis Pertama, Kedua dan Ketiga 
sebelum memberikan sanksi adminitrasi berupa pencabutan ijin. Hal ini 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor  12 
tahun 2004  telah diberikan kewenang dalam urusan lingkungan hidup dan 
melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. 
Oleh karenanya, jawaban para Pejabat Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta, yang tidak bisa melaksanakan sanksi admintrasi karena alasan 
belum ada petunjuk pelaksanaan pada satu sisi bisa dimaknai karena tidak 
adanya komitmen dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
  
2006 dan pada sisi lain peran dan kedudukan yang seharusnya mainkan 
oleh Pejabat Penegak Perda Lingkunan tidak dilakukan. 
Sesuai dengan teori implementasi hukum Soejono Soekanto, 
bahwa  Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan (status) 
dan peranan (role). Kedudukan (status) selain merupakan posisi tertentu 
dalam struktur kemasyarakatan, juga merupakan wadah yang isinya hak 
(wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat)  dan kewajiban (beban atau 
tugas). Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, 
lazimnya dinamakan pemegang peran. Peran-peran itu dapat dijabarkan 
dalam: (a) peran yang idial, (b) peran yang seharusnya, (c) peran yang 
dianggap oleh diri sendiri dan (d) peran yang sebenarnya yang dilakukan. 
Dalam kerangka teori implementasi hukum tersebut Pejabat 
Lingkungan Hidup selaku penegak hukum, dalam kenyataannya terjadi 
kesenjangan antara peran yang seharusnya yakni melakukan tindakan 
hukum terhadap pelaku pencemaran dengan peran yang sebenarnya 
dilakukan (peranan aktual) yakni tidak melakukan tindakan hukum apa-apa 
apalagi pemberian sanksi adminitrasi. Dengan kata lain melakukan Pejabat 
Lingkungan selaku penegak Perda melakukan sikap “pembiaran” tindak 
pencemaran lingkungan oleh para pengusaha batik Laweyan. 
Oleh karenanya, sajian data dari hasil penelitian atas kepemilikan 
Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), yang diperoleh data ada sejumlah 14 
  
perusahaan atau 56% yang tidak memiliki Instalasi Limbah (seperti pada 
tebel 6)  dan ada 25 perusahaan atau 100% perusahaan batik yang tidak 
memiliki Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) seperti tercantum dalam tebel 
8, serta ada 9 industri batik atau 81% yang tidak mau mentaati ketentuan 
atas pembaungan limbah ke IPAL komunal, adalah fakta yang bisa 
diberikan untuk mendukung karena faktor tidak dimainkan peran aktual 
yakni melakukan tindakan hukum pada pengusaha batik Laweyan tidak 
dilakukan. 
Data pelanggaran atas perda tersebut diatas akan semakin kecil 
bila Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selaku Penegak Perda 
Nomor 2 Tahun 2006, memberikan tindakan hukum. Karena ini sesuai 
dengan teori implementasi hukum atau penagakan hukum oleh Soerjono 
Sukanto, bahwa secara sosiologis kedudukan dan  peran penegak hukum 
yang dijalankan memiliki pengaruh yang positip atas ketaatan masyarakat 
terhadap hukum dan sebaliknya ketidak dimainkan kedudukan dan peran 
penegak hukum akan berpengaruh negatif terhadap ketaatan masyarakat 
terhadap hukum. 
Dengan demikian pelaksanaan implementasi sanksi adminitrasi 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 bagi pengusaha batik Laweyan yang tetap 
membuang limbah industrinya tanpa melalui proses Instalasi  Pengolahan 
Limbah, selain karena faktor masyarakat juga sangat ditentukan oleh 
tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 
  
selaku penegak hukum (perda). Bila tindak pencemaran lingkungan oleh 
pengusaha batik tidak terus terjadi maka tindakan hukum oleh Pejabat 
Lingkungan Hidup, harus dilakukan. Setidaknya bila sanksi adminitrasi 
belum bisa dilaksanakan karena belum adanya petunjuk pelaksanaan, maka 
pemberian Surat Tegoran I, Surat Tegoran II dan Surat Tegoran III kepada 
para pengusaha batik yang tetap membandel membuang limbah industri 
batik diluar batas ambang batas mutu harus dilakukan agar Perda Nomor 2 
Tahun 2006 tidak hanya menjadi rumusan ideal dari pembuatan kebijakan 
tetapi juga berlaku secara sosiologis pada masyarakat. 
Bila tidak dilakukan tindakan hukum oleh Penegak Perda maka 
tindak pelanggaran lingkungan berupa pencemaran sumur dan Kali 
Jenes/Kali Kabenaran akan terus terjadi dan masyarakat kecil terutama 
disekitar industri batik dan bibir Kali Jenes/Kali Kabanaran akan 
menanggung biaya sosial dan ekonomi yang makin tinggi karena 
menurunnya kualitas lingkungan dan tidak tersedianya air bersih dari 
sumur mereka.   
Ini berarti program produksi bersih bagi industri batik Laweyan 
yang dikerjasamakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH ) Jakarta, Badan Pengelolaan dan 
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bappedal) Propinsi Jawa 
Tengah, dan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, dan 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ Pro LH),  tidak 
  
berjalan karena tidak adanya pengawasan dan tindakan terhadap 
pelanggaran lingkungan oleh Pejabat Lingkungan Hidup daerah selaku 
penegak perda. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Perda. 
 Penegakan perda dalam hal ini pelaksanaan pemberian sanksi 
adminitrasi yang berupa pencabutan ijin atau penghentian paksa mesin 
produksi, tidak hanya cukup dengan adanya dasar hukum berupa ketentuan 
hukum seperti Perda Nomor 2 Tahun 2006 dan aparat penegak hukum 
yakni Pejabat Lingkungan Hidup Daerah saja, tetapi menurut Soerjono 
Soekanto juga harus didukung dengan sarana dan fasilitas yang mendukung 
penegakkan perda. 
Sesuai dengan teori implementasi hukum dalam arti implementasi 
Peraturan Daerah, faktor sarana dan fasilitas, menurut Soerjono Soekanto 
menentukan akan kelancaran dan keberlangsungan penegakan hukum. 
Sarana dan fasilitas tersebut antara lain meliputi: (a) tenaga manusia yang 
berpendidikan dan trampil, (b) organisasi yang baik, (c) peralatan yang 
memadahi dan (d) keuangan yang cukup. Bila sarana tersebut terpenuhi, 
maka penegakan hukum akan mencapai tujuan. 
Teori tersebut tersebut bisa menjelaskan permasalahan mengapa 
sanksi adminitrasi tidak diberikan kepada pengusaha batik Laweyan. 
Karena penegakan sebuah perda, akan sangat ditentukan oleh ketersedian 
  
sarana dan fasilitas. Semakin besar dan lengkap saran dana fasilitas yang 
tersedia maka akan semakin menjamin keberlangsungan pelaksanaan perda 
dan  begitu sebaliknya semakin ketidak tersediaan sarana dan fasilitas akan 
menjadikan mandegnya pelaksanaan pegekkan perda. 
Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan 
Perda Nomor 2 Tahun 2006 khususnya  bagi penindakan tindak 
pencemaran limbah industri batik Laweyan, dari hasil penelitian diperoleh 
data bahwa: 
1). Sumber daya manusia terbatas 
Keterbatasan sumber daya manusia itu bisa dilihat dari jumlah 
personil yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta 
sebagaimana tercantum pada tabel 8, yang hanya ada sejumlah 30 
orang. Begitu juga keterbatasan personil bila dilihat dari klasifikasi 
pendidikan seperti yang terdiskripsi pada tebel 9, bahwa dari 30 jumlah 
personil di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta hanya ada 4 
orang yang memiliki later belakang pendidikan Ilmu Hukum dan 
Magister Ilmu Lingkungan. 
Sajian data keterbatasan sumber daya manusia, juga bisa 
dimaknai dari prespektif keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 
  
(PPNS-LH), sebagaimana tertulis pada tebel 11 hanya ada 4 orang 
PPLHD dan 2 orang PPNS-LH. 
Keterbatasan sumber daya manusia yang merupakan bagian 
terpenting dari keberadaan dari faktor sarana dan fasilitas yang 
mendukung implementasi perda, akan sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan pelaksanaan pemberian sanksi administrasi Perda Nomor 2 
Tahun 2006 terhadap penusaha batik di Laweyan. Bagaimana akan bisa 
melakukan pemberian sanksi kalai kalau personil yang melakukan 
pemantuan lingkungan tidak mencukupi? 
 Jumlah 4 PPLHD dan 2 orang PPNS-LH tentu akan sangat 
kurang bila dibandingkan dengan lokasi dan banyak industri yang harus 
dipantau pengelolaan lingkungannya. Seperti dalam later belakang 
telah peneliti sebutkan bahwa setidaknya untuk tahun 2007, di kota 
Surakarta setidaknya ada sebanyak 239 perusahaan (92,64%) 258 
perusahaan yang tidak memiliki Dokumen Lingkungan (UKL-UPL). 
Dengan data tersebut berarti setidaknya seorang Penegak Perda harus 
mengawasi pengelolaan lingkungan sebanyak 40 perusahaan atau 1 
berbandingan 40. 
Perbandingan tersebut jelas menunjukkan angka yang tidak 
sebanding antara tugas Aparat Penegak Perda Lingkungan dengan 
cakupan wilayah yang harus dipantau pengelolaan lingkungan. Yang 
  
berarti juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pemantauan 
atas limbah industri batik di Laweyan, karena proses pembuangan 
limbah industri tidak berlangsung secara terus menerus namun pada 
waktu-waktu tertentu, yang biasanya pengusaha “kecing-kucingan” 
dengan aparat penegak perda. 
Begitu juga dengan keterbatasan latar belakang pendidikan, 
yang seperti disebutkan di atas bahwa dengan tersedianya 3 orang 
Sarjana Hukum dan 1 orang Magister Ilmu Lingkungan, jelas akan 
menjadi hambatan dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2006. Hal 
ini dikarenakan tindak pelanggaran linkungan adalah persoalan yang 
kompleks, yang tidak hanya menyangkut ranah hukum  adminitrasi, 
tetapi juga terkait dengan ranah hukum perdata dan hukum pidana.  
Oleh karenanya, diperlukan para penegak perda yang menguasai 
hukum dalam arti luas, yang tidak mungkin bisa dipahami dengan 
sepurna bila tidak memiliki later belakang Ilmu Hukum. 
Oleh karena itu sajian data keterbatas suber daya manusia 
tersebut diatas bila dihubungkan dengan jawaban yang diperoleh 
peneliti dari responden pejabat di Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta ada korelasinya. Artinya, apa yang dikatakan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) Kota Surakarta, 
Ir. Sultan Nadjamuddin, M.Si kepada peneliti bahwa keterbatasan 
  
sumber daya manusia menjadi penyebab tidak bisa dilaksnakan sanksi 
admintrasi bagi pengusaha batik di Laweyan. 
2). Ketertersedian anggaran kurang memadahi.  
Kurang memadahinya ketersedian anggaran dalam 
implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 khususnya dalam 
penanganan limbah industri batik di Laweyan, bisa di lihat dalam 
Dokumen Prioritas Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Surakarta dalam 2 tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2007 dan 
Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam tebel 12 dan 13. 
Dari Dokumen Prioritas Angaran tersebut ternyata untuk 
kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan limbah industri 
batik di Laweyan hanya tersedia dalam tahun 2007 yakni sebesar       
Rp. 15.177.000,- yang digunakan untuk kegiatan Fasilitas Penerapan 
Produksi Bersih dan Pengendalian Pencemaran Air UKM Batik 
Laweyan. 
Anggaran tersebut jelas sangat tidak memadahi untuk 
melakukan pemantauan lingkungan dan penindakan hukum bagi para 
pencemar. Jumlah itu relatif kecil bila dibandingkan dengan pos 
kegiatan lain misalnya kegiatan koordinasi penyusunan Amdal Tahun 
2008 Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp. 123.441.500,-. 
  
Oleh karenanya jawaban keterbatasan dana oleh Kepala Kantor 
Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Supono, S.Sos, yang menyatakan 
keterbatasan anggaran untuk melakukan penegakkan Perda Nomor 2 
Tahun 2006 bagi pengusaha batik Laweyan ada benarnya. Bila 
Pemerintah konsisten bahwa “Kampoeng Batik” Laweyan dijadikan 
lokasi wisata batik dan budaya, maka program produksi bersih yang 
mengandeng kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI, 
GTZ Pro LH Jerman, Bapedalda Propinsi Jawa Tengah, dan Forum 
Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, selayaknya diberikan 
dukungan dana dari APBD yang memadahi.  
Setidaknya Pemerintah Kota Surakarta bisa mengacu pada 
penegakan Perda Pedagang Kaki Lima, bahwa untuk menertibkan PKL 
dari tempat-tempat yang dilarang sebagaimana di atur dalam Perda 
PKL Nomor 8 Tahun 1995, dalam dua tahun terakhir yakni Tahun 
Anggaran 2007 dan 2008, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 
Kota Surakarta di berikan dukungan dana tidak kurang dari 9,67 
milyar. Sehingga hasilnya bisa dilihat, bila Kota Surakarta dulu 
menjadi lautan PKL kini telah bersih karena PKL telah direlokasi pada 
pasar  tradisonal (Pasar Harjodaksino) dan shelter-shelter di berbagai 
sudut jalan di kota Surakarta seperti di seputar Lapangan Mahanahn, Jl. 
Katamso dan Jalan Hasanudin serta sebelah timur Solo Squer. 
 
  
BAB  V 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka, dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Pengusaha batik Laweyan tidak mentaati ketentuan sanksi administrasi dalam 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup disebabkan oleh faktor ekonomi, sikap dan perilaku 
pengusaha batik yang tidak peduli terhadap lingkungan dan faktor teknis dalam 
arti keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembuatan instalasi pengolahan 
limbah industri.  
2. Sanksi administrasi tidak diberikan kepada pengusaha batik yang tindak 
mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006, 
dari prespektif implementasi kebijakan publik karena tidak didukung faktor 
sumber daya manusia kompenten, dukungan anggaran operasional yang 
memadahi dan tidak dimasukkannya program penanganan pencemaran industri 
batik Laweyan pada agenda prioritas yang pada akhirnya mengakibatkan 
aparat dan organisasi pelaksana kebijakan impelementasi pencegahan tindak 
pencemaran limbah industri tidak bisa dapat tercapai dengan baik. Sedangkan 
dari kajian prespektif implementasi hukum, disebabkan karena: 
  
a) Perda Nomor 2 Tahun 2006 tidak aplikatif karena rumusan atas ketentuan 
Pasal-Pasal masih memerlukan aturan pelaksanaan, yang jumlahnya 
mencapai 23 aturan pelaksanaan dari 71 pasal yang termuat dalam Perda. 
b) Aparat Penegak Perda, tidak melakukan tindakan hukum bahkan terkesan 
melakukan “pembiaran” atas tindak pencemaran dengan alas an karena 
belum adanya aturan pelaksanaan dan tidak masuknya agenda prioritas 
kegiatan pembangunan di kota Surakarta. 
c) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Lingkungan Hidup 
Kota Surakarta dan tidak tersedianya alokasi dana Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang mencukupi untuk melakukan opersional 
penanggulangan pencemaran di Laweyan. 
 
B. Implikasi. 
1. Tindak pencemaran lingkungan di “ Kampoeng Batik” Laweyan akan semakin  
meningkat sehingga akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan citra 
produk batik Laweyan karena dinilai sebagai produk yang tidak ramah 
lingkungan. 
2. Perda Nomor 2 Tahun 2006 tidak bisa diimplementasikan karena belum 
adanya aturan pelaksanaan dan kurangnya dukungan sumber daya manusia 
yang kompeten seta alokasi dana yang memadahi. 
 
  
C. Rekomendasi. 
1. Memberikan sanksi administrasi kepada pengusaha batik Laweyan yang tidak 
mau mentaati ketentuan sanksi adminitrasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006 
dan tetap membuang limbah industrinya tanpa proses pengolahan pada 
Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan melampaui batas mutu yang 
dipersyaratkan. 
2. Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta segera melengkapi aturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, agar Perda tersebut dapat 
diimplementasikan sehingga tidak hanya menjadi rumusan ideal dalam pasal-
pasal. 
3. Memberikan dukungan sumber daya manusia dan keuangan yang mamadahi 
kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk menegakkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006.  
4. Mengingat permasalahan lingkungan di Kota Surakarta kian luas dan kompleks 
yang membutuhkan penyelesaian secara integral dan lintas sektoral, maka 
perlu  ditingkatkan bentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dari 
Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan atau Dinas Lingkungan Kota 
Surakarta.  
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